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ABSTRAK

Praperadilan adalah lembaga 1'ang lahir bersamaan dengatr kelahiran
KUHAP (LIU No. B Tahun 1981). Praperadilan bukan Iembaga peradilan,vang
rnandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri. karena dari rumusan

pasal 1 butir 101o Pasal 77 KLIHAP dapat dikelahur bahn'a praperadilan hanl'alah
lier,venang tambahan .vang diberikan kepada pengadilan negeri (han1'a kepada

pengadilan negen). Tujuan dasar dari praperadilan ini adalah satu cermlnafl
pelalisanaan dari asas pre,rumptian of innocerti (praduga tidak bersalah) sehingga

tiap orang 1,ang diajukan sebagai terdakn,a telah melalui proses awal yang u'ajar

dan mendapat perlindungan harkat dan marlabat manusianva.

BAB I : PENDAHULT]AN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehadiran hukum dalam masyarnku, dapal dilihal dari macam-macem

sudut. Para profesional hukum" seperli hakim. jaksa. advokal dan para vuris vatrg

bekerja di pemerintahan. al,an melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu

bangunan perundang-undangan. Dengan demikian. Hukum tampil dan ditemukan

d al am rvuj ud perundang-und angan.

Sistem peradilan pidana meruiuh pada suatu konsep hukum dari ketentuan

normatif sualu perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah ketentuan

normalil sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut

konsep bahu,a kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat

(publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai

u'akil dari publik.r

Mekanrsme terhadap sistem peradilan pidana 1'ang diatur dalam KUHAP

ada terdapat lembaga praperadilan. Ler"nbaga praperadilan ini dimaksudkan untuk

penga\\'asan penggunaan upa)'a-upa)ra paksa oleh aparat penegak hukum

1 I_uhut M.1). l)angaribtan. Hufurm.lcara lridana, (.Takarta: Diambalan. 2008), halaman

1.
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fungsional dalam hal ini kepolisian dan kelaksaan. Lembaga praperadtlan ini

dimasukkan sebagar r.r,ervenang dari pengadilan sebelutn memeriksa pokok

perkara.

' Praperadilan adalah lembaga yang lahir trersamaan detrgatr kelahiran

KUHAP (UU No. 8 Tahun 19Bl). Praperadilan bukan lembaga peradilan r,ang

mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri. kalena dari rumusan

pasal I butir 10.1o Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahu,a praperadilan hanvalah

1ve\\enang tambahan vang diberikan kepada pengaclilan negeri (han,va kepada

pengadilan negen).2 Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupalian

salah satu peiaksana kekuasaan kehakiman bagi rakl"at pencari keadilan

mempunvai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan

menl'elesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 jo

Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

Praperadilan dalam peruujutannr,a tetap satu iian berada pada Pengadilan

Negeri baik organisatoris maupun administratif. personal. material- dan finansial

berada dalam tubuh Pengadilan Negeri 1,'ang bersangkutan. Praperadilan ini

tunduk dan berada di barvah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kedudukann)'a pun berada dan bersatu dengan pengadilan Negerr setempat

Di Indonesia. lembaga praperadilan sebagaimana ]'ang tercantum dalam

Pasal I butir l0 Undang-undang No. B Tahun 1981 adalah l\''e\venang pengadilan

negeri untuk memeriksa dan memutuskan sebagaiiriana dialur dalam Undang-

Undang ini tentang.

' IIMA KUI'irAl., Penerapan KL-H.4P dalam Prahik Httktrnt- lMalang: IIMM Press,

20{)8), halaman 252.
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L Sah tidaknl.a suatu penangkapan dan atau penahanan atas permtntaan

lersangka atau keluargatrva atau pihak lain atas kuasa tersatrgka.

2. Sah atau tidaknl'a penghentian penvidikan alau penghentian penuntulan atas

* permintaan. demi tegaknva hukum dan keadilan.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganl'a

alau pihak lain atas kuasanl'a.vang perkaranl'a iidak diajukan ke pengadilan.

Tujuan dasar dari praperadilan ini adalah satu cerminan pelaksanaan dari

asas pre,\unlption o/'innoccnt (praduga tidak bersalah) sehingga tilp orang lang

diajukan sebagai terdaku,a telah melalui proses arval 1'ang n'ajar deur mendapat

perlindungan harkat dan marlabat manusianl'a.3 Lembaga praperadilan merupakan

alat u1i apakah seseorang itu telah melalui proses an,al penangkapan dan

penahanan oleh aparatur penl,idik secara sah menurul undang-undang atau satu

penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat.

Lembaga peradilan diharapkan menladi tempat bagi masvarakat

mendapalkan keadilan dan menaruh harapan. Namun. realitanr,a jauh dari

harapan. Justru. pengadilan dianggap sebagai tempat 1''ang berperan penting

menjauhkan masl'arakat dari keadilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan

keadilanpun pupus ketika ditemukan adanya permainan sistematts ) ang

diperankan oleh segerombolan orang vang bernama mafia peradilan. Maka dari itu

untuk memperoieh lembaga peradilan vang baik. drperlukan pendekalan terpadu

(integroted Justice s,vstem) dan kemandirian Mahkamah Agung sebagai peradilan

I (satu) atap. juga mesti memperhalikan nilar-nilai --vang diinginkan oleh

t O.C. Koligis. dkk, Praperatlilatt l)alam Kenvatarm: Sttdi Ka.sus Dan Kern'ataan,

(Jakarta: I)jambatan, 1997), halaman X.
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masvarakat, seperti nilai ketuhanan. keadilan. kebersamaan- kedamatan.

ketertiban. kemodrenan. mus),awaratr- perlindungall hak asasi datr sebagainva.

Sehingga lembaga peradilan tersebut dapat sesuai dengan cita hukum bangsa

rr J
tnoonesla.

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan. dan ia

berpendapat bahrva penangkapan/penahanannl"a dilakukan secara tidak sah yaitu

tidak memenuhi s)'arat ),ang ditenlukan dalam undang-undang. maka

tersangka/terdaku'a alau keluarganl'a atau pihak lain vang dikuasakan vailu

penasehat hukumnya. dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri

rnelalui praperadilan uniuk menrinta pulusan hakim mengenai sah/tidaknya

penangkapan/penahanan atas dinnva. Suatu penahanan dan atau penangkapan

1.ang tidak sah oleh aparatur penvidik berkonsekuensi seorang iersangka dapat

menuntut ganli kerugian atau merehabilitasi namanva.

Masl'arakat )'ang mengaiukan praperadilan atas sah tidakn,va suatu

penahanan atau penangkapan. penghentian penfidikan atau penuntutan )'ang

dilakukan oleh aparat penegak hukum jarang sekali menang atau bahkan sampai

ke pengadilan. Hal ini dapat ment'ebabkan tidali adanl a kepastran hukum

terhadap masvarakat sebagai pencari keadilan. Realita ini dapat dilihat dalam

beberapa kasus praperadilan dimana hampir semuan)'a dimenangkan oleh pihak

kepolisian ataupun keiaksaan, salah satun-va seperti halnya dalam Putusan No.

l4lPra.Pitll2009lPN.Mdn antara Drs. Torkis P. Siahaan melawan Kepala

Kejaksaan Tinggi Sumatem Lltara- terkait perihal menahan atau menghentikan

' Edit'r.arman, Pitlato llmiah: Kritik Tajant T'erhadap Dunia lluktnn Kita. Kisaran,
'l'anggal 4 Februari 2006. halauran 2.

\
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berkas perkara secara diam-diam. dimana kasus tersebut dimenangkan oleh pihak

kepoiisian. Bukan hanr.a itu putusan No. 29lPra.PidlT0OTlPN.ilIdn antara M.

Richard Manik, SH melawan Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara,

lerkait perihal penangkapan secara paksa dintana tidak adani a bukti permulaan

1'ang cukup serta tidak adan-va sural perintah penahanaan serta penggeledahan dari

Pengadilan trr-egeri. Serta banvak lagi kasus-kasus yang terdapat di pengadilan

vang hampir semuan\-a tidak memihak liepada masr,arakat pencari keadilan.

Bukan hanya itu KUHAP mengalur putusan praperadilan hanva sampai

tingkat bandrng dan tidak mengenal adanl'a upala hukum kasasi maupun

Feninjauan Kembali dalam kasus praperadilan serla Undang-Undang Mahkamah

Agung juga menvebulkan perkara praperadilan han-r,a sampai di tingkat banding

atau lidak bisa diajukan melalur kasasi atau peninjauan kembali" tel.api dalam

praktek ada yurisprudensi Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali

terhadap putusan praperadilan.s Hal inilah )'ang menvebabkan adar:r1'a

penyimpangan prilaku hukum r.ang dilakukan oleh aparat penegak hukum

sehingga hukum tidah berjalan sebagaimana mestinva.

B. Perumusan Masalah

Adapun vang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

l. Bagaimana pengaturan hukum vang mengatur tentang eksistensi praperadilan

dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.

-' http://u,r.r u'.hukrunonline. com./berita/baca/1t4c,1 2528d241 5clma-pemah-kabulkan-pk-

@&aAqgapgradil.m. " diak ses tring gal 2 3 Sept ember 20 I 0

\
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2. Bagaimana Faktor-faklor penl,ebab terjadinva kegagalan pemohon

praperadilan dalarn proses hukum perkara pidana di Pengadilan.

Bagaimana upa)'a hukum pidana terhadap pulusan praperadilan.

Tujuan Penelitian

Adapun 1.ang menjadi tujuan dalam penelitian ini raitu:

Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum vang mengatur tentang

eksistensi praperadiian dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan

Negeri Medan.

Untuk mengkaji dan menganahsis Faktor-faktor penl,ebab terjadinya

kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di

Fengadilan.

Untuk mengkaji dan menganalisis upa1,a hukum pidana terhadap putusan

praperadilan.

Urgensi Penelitian

Secara teoritis" akan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan tentang

Praperadilan:

Secara Praktis. Mengharapkan bahrva hasil penelitian ini dapat nremberikan

jalan keluar vang akurat terhadap permasalahan vang diteliti dan disamping

itu hasil penelitian ini dapai mengungkapkali teori-teori baru serta

pengembangan teori-teori -vang sudah ada.

J.

C.

1.

2.

J.

D.

l.
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BAB II : TIII{JAUAN PUSTAICd

Drtinjau dari aspek historis 1.uridis, Sejak berdirinl'a Negara Hukum

Republik Indonesia- perundang-undangan hukum acara pidana )'ang berlaku di

lndonesia adalah hukum acara prdana u,.arisan pemerintahan kolonial Belanda

1'ang terkenal dengan nama HIR (Hat Herziene lnlultlsch Reglement).

Ketentuan hukum acara pidana I'ang dialur dalam HIR dirasaka.n tidak

sesuai dengan jina dan cita-cita hukum 1,ang terkandung dalam dasar Negara

Pancasila \:'ang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannva

telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Terhadap

ketentuan-kelentuan hulium acara pidana ),ang dirasakan kurang menghargai hak

asasi manusia vang diatur dalam HIR, maka Pemerintah Rl bersama-sama DPR-

RI berupar,a melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR

dan menggantikannva dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan

perumusan pasal-pa-sal dan avat-a1'a1 1'ang menjamin pemberian perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUI{AP hadir menggantikan

Het Herziene Inlondsch Reglemel?r (HIR) sebagai palung hukum acara di

Indonesia.6

Lembaga Praperadilan muncul didalanr KUHAP pada Pasal I butir l0 jo

Pasal 77 KUHAP. Ketentuan \,ang meryadi dasar praperadilan tersebut diatur

dalam Pasal 9 ULI No. 4lJ Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. 1'aitu:

6 }trUA Kuffal, Penerapan KUHAP
2008), halaman 253.

dctktn Pralctil; ilulilun, (Malang. 1JMM Press,

l

\
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(1) Setiap orang vang ditangkap, ditahan- dituntut atau diadili tanpa alasan

berdasarkan utrdang-undang atau karena kekeliruan mengenai ora-ngnva atau

hukum yang diterapkannva. berhak menurtut gantr kerugian dan rehabilitasi.

[Z; lelabat vang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana climaksud

pada ay'at (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kelentuan mengenei tato crro penuntutan ganti kerugian. rehabilitasi dan

pembebanan ganti kerugian dialur dalam Undang-Undang.

Peniabaran Pasal 9 UU No. .ltl Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d

Pasal tl3 KLIIAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 a1,at (2) KUHAP. Dalam

KUHAP. praperadilan diatur dalam Pasal I butir 10 KUHAP r.ang pada pokoknl.a

mengatur sebagai berikut: Praperadilan adalah \\,ewenang pengadilan negeri unluk

memeriksa dan memutus menurut cara )"ang diatur dalam undang-undang ini.

lentang :

l. Sah lidaknl'a suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka alau keluarganva atau pihak lain atas kuasa tersangka:

2. Sah atau tidaknva penghentian penvidikan atau penghentian penuntutan atas

permintaan" demi tegaknl'a hukum dan keadilan.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganl'a

atau prhak lain atas kuasanr.a l,ang perkaranl,a tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan hukum acara pidana ).ang diatur dalam HIR dirasakan tidak

sesuai dengan jiua dan cita-cita hukum -_vang terkandung dalam dasar Negara

Pancasila vang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penlabarann),a

I
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telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh uuD 1945. Terhadap

ketentuan-ketentuan hukum acara pidana !,arlg dirasakan kurang menghargai hak

asasi rnanusia vang diatur dalam HIR, maka Pemerintah RI bersarna-sama DpR-

fu berupal'a melakukan pernbaharuan hukum acara pidana dengan rnencabut HIR

dan menggantikannr.a dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan

perumusan pasal-pasal dan al,at-aval 1,ang menjamin pemberian perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia Dengan deraikian KUHAP hadir menggantikan

Het Herziene Inlsndsch lleglement (HIR) sebagai pa'ung hukum acara di

Indonesia. 7

KUHAP telah rnenggariskan aturan l'ang melekalkan integritas harkat harga

diri kepada tersangka atau terdakua- dengan talan memberi perisai hak-hak vang

sah kepada mereka. Pengakuan hukum vang tegas akan hak asasi vang melekat

pada diri mereka, dimana merupakan jamrnan )'ang menghindari mereka dari

perlaliuan sewenang-\\,enang. Misalnva KUHAP telah memberi hak kepada

lersangka atau terdak*,a untuk segera mendapat ''pemerikaan" pada lingkat

pen-vidikan maupun putusan r.ang seadil-adilnva. juga memberi hak untuk

memp ero leh "b antuan hukum" p emeri ksaan pengadilan.

Secara filosofi praperadilan ini merupakan suatu bentuk implementasi

respon masyarakat terhadap langkah-langkah ) ang dilakukan olel'r

negara/pemerintah. Dalam hal ini sistem peradilan pidana sebagai sarana bagi

masr-arakat ),ang dirugikan hak-haknya melakukan upa],a hukum untuk

memp erj uangkan keadi I an.

' I'IMA Kufthl, Penerapan KUH.IP dalam Prahik llt.tkutn,lMalang: UMM Press,
2008), halaman 253.
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Dengan adan-l'a lembaga praperadilan drjamin bahiva seseorang tidak

ditangkap atau ditahan tanpa alasan ,\iarlg sah. Petrangkapan hanya dilakukan alas

dasar dugaan 1'ang kuat dengan landasan bukti permulaan 1'ang cul':up. Sedangkan

kltentuan bukti permulaan ini diserahkan penilaiarutva kepada penf idik. Hal ini

membuka kemungki nan seb agai al as an pengaj uan pemeriks aan praperadilan.

Mengenai svaral tentang pengajuan pemeriksaan praperadilan inr dapat kita

jumpai dalam Pasal 79 KUHAP -vang berbun),i . Permintaan pemeriksaan tentang

sah alau tidaknya suaiu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka,

keluarga dan kuasanl,a kepada ketua pengadllan negeri dengan menl'ebutkan

alasann-va.

Pada dasarnl,a, asas-asas )rang mengatur tentang perlindungan terhadap

hak asasi atau keluhuran harkat dan martabat manusia telah diluangkan/diatur

dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 to UU No. 3,5 tahun 1999 jo UU no. 4

tahun 2004 lentang Keientuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau UU

Kekuasaan Kehakiman akan telapi baru selelah sebelas tahun kemudian asas-asas

tersebut dapat dituangkan dalam KUHAP dan diiabarkan meniadi l0 asas 1'aitu:8

a. Ascts ec1ualitl,be./bre the law: Perlakuan yang sama atas diri setiap orang

di muka hukum dengan trdak mengadakan pembedaan perlakuan.

b. A,;cr,v legctlitct,s dalcutt tlpoya paksa : Penangkapan. penahanarl.

penggeledahan dan penfitaan hanva dilakukan berdasarkan perintah

terlulis oleh pejabat vang diberi rvervenang oleh undang-undang dan

hanva dalam hal dan dengan cara )'ang diatur dengan undurg-undang.

31Did, halaman I32

10

I
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c. Ascr.; pre.suruplictn of innocence : Setiap orang \rang disangka- dilangkap.

ditahan. dituntut dm/atau dihadapan di muka sidang pengadilan, u'ajib

dianggap tidak bersalah sampai adanva putusan pengadrlan )'ang

menl'atakan kesalahatrtrl'a dan lnemperoleh kekuatiur hukum tetap.

d. Ascts remeth, and rehabilitation : Kepada seorang 1'ang ditangkap.

ditahan, dituntul ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan unclang-

undang danlarau karena kekeliruan mengenai orangn\:'a alau hukum ,vang

diterapkan rva.iib diberi ganti kerugian dan rehabiiitasi sejak tingkal

penfidikan dan para pejabat penegak hukum 1'ang dengan sengaja atau

karena kelalaiannya menvebaLrkan asas hukum tersebut diianggar,

drtunlut. dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

e. A,sa,s litir. impartiuL, itnpersonctl. ctnel ob.1cc/ive : Peradiian harus

dilakukan dengan cepat. sederhana dan biava ringan serla bebas, jujur

dan tidali memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh

tingkat peradilan.

f. Ascrs leg,ol a,ssi.stctLir't' Setiap orang vang tersangkut perkara ivajib diberi

kesempatan memperoleh bantua.n hukum )'ang semata-mata diberikan

urtuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinl'a.

g. lt4iranda 6ia;1e : Kepada seseorallg tersangka- seiak saatr dilakukan

penangkapan dan atau penahanan selain rvajib diberitahu daku,aan dan

dasar hukum apa )rang didakrvakan kepadanya. juga ri'ajib diberitahukan

haknl.a itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan

penasihat hukum.

11
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A.sct-; pre.senta.si : Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnl'a

terdaklr,'a.

.4sos keterhukasn: Srdang pemeriksaan pengadilan adalah terbulia untuk

urnurn kecuali dalam hal vang diatur dalam utrdang-undang.

.A,scr.r pengawosart . Pengau,asan pelaksanaan putusan pengadrlan dalam

perkara pidana dilakukan oieh ketua pengadilan negeri ]ang

bersangkutan.

Asas-as as ini dimaks udkan untuk melind ungi tinclakan s ewenan g-\\' enang

dari aparat penegak hukum. baik pada pemeriksaan permulaan. penuntutan

maupun dipersidangan pengadilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan

bahy,a Hukum Pidana kita hendaknva menjunjung tinggi hak asasi manusia.

sekalipun terhadap seseorang vang didaku'a lelah melakukan sualu tindak pidana.

Dalam hal ini bukan berarti terhadap mereka vang disangka ataupun didakwa

telah melakukan suatu tindak pidana. diberikan hakny'a sedemikian rupa seperti

halu.a seseorang vang tidak tersa.ngkut suatu tindak pidana. akan tetapi meskipun

akan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagr mereka r.ang disangka maupun

didakn,a telah melakukan tindak pidana. hendaknl.a pelaksanaan tindakan-

tindalian tersebut tidali selr,enang-\\enang. akan tetapr menuruti apa }'ang telah

drtentukan undang-undang.

h.

I2
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BAB III : METODE PENELITIAN

2. SpesifikasiPenelitian

Penelitran mengenai Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukun, Perkara

Ptdana Di Pengadilan Negeri Medan merupakan penelilian hukutn normatif" ,r'aitu

lebih menitrkberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terdapat peraturan

perundang-undangan !'ang mengalur tentang permasalahan yang diteliti. apakah

telah sejalan dengall undang-undang atau tidak.

3. Lokasi Penelitian dan Responden

fl. Lokasi

Lokasi Penelilian ini adalah lembaga peradilan di Pengadilan Negeri Mediur

dengan mengambil beberapa kasus mengenai praperadilan 1'ang terdapal di

pengadilan Negeri Medan dan sebagai perbandingan iuga akan mengambil

kasus di beberapa pengadilan di Sumatera Ulara.

Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari:

Resp onden berup a perorangan/warga masl'arakat.

Responden berupa aparat Kepolisian RI

Responden berupa Hakim Pengadilan

Responden berupa praktisi hukum.

Responden berupa para ahli hukum.

l.

J.

4.

5.
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4. Alat Pengumpulan Data

Pada umumnl'a peneliti Inempergunakan alat pengumpulan data berupa:

l. Stirdi kepustakaan/studi dokumen (Drtcumentory. Studl).

T \Yan ancara (In/ervieu-).

3. Daftar pertanl'aan (Kuesioner ongket').

Pada praLtekni,'a ketiga jenis alat pengumpul data tersebut dapat

dipergunakan secara bersama-sama, karena disamping studi kepustakaan- juga

peneliti melakukan \va\,vancara kepada penegak hukr"rm lain dalam kaitannl'a

dengan penelrtian ini.

Pada rvag'ancara dan kuesioner ini --vang akan dijadikan sumber informasi

clan responden pengumpulan data akan dipilih dari institusi kepolisian. kejali.saan.

hakim pada rvilal,ah hukum Pengadilan Negeri Medan. Lembaga Prolesi Advoliat.

serta pakar hukum sebagai kelompok masyarakat 1'ang berdasarkan profesi --vang

terdapat di Kota Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data vang relevan dengan permasalahan yang ditelili.

dilaksanakan dua tahap penelitian .

a. Studi Kepustakaan.

Studr kepustakaan ini untitk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-

pendapat atau penemuan-penemuan ]'ang berhubungan erat dengan pokok

permasalahatr. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-

undangan. karya ilmrah para sariana dzur lain-lain.

b. Studi Lapangan.

11
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Studi lapangan adalah cara memperoleh data vang bersifat primer. Hal ini

akan diusahakan untuk memperoleh daLa-data detrgan mengadalian tanl'a

- 
,utuo, (u'au,ancara) dengan penegak hukum

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan. maka data tersebut dranalisa secara

kualitottf. \,akni dengan mengadakan pengamatan data-data vang diperoleh dzut

menghubungkan liap-tiap data l'ang diperoleh tersebut dengan kelenluan-

ketentuan maupun asas-asas hukum 1'ang terkait dengan permasalahan vang

diteliii.

15

\

:

:

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB IV : JADWAL PENIELITIAN

Penelitian ini direncanakan selatna sekitar 4 (empat) bulan dengan

penelitian. sebagai berikut:

Tahun 20fi-2412

Pengumpulan data

tlasil dari
pengumpulan
disusun sesuai

Pen\usuanan
laporan penelitian

l6
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BAB IV : PEMBAHASAN

ct. Pengaluran hukurnyung mengatur tentang eksistensi praperudilan dulant

proses hukum perkura pidana di Pengadilan. Negeri Medan.

a. PeraturanPerundang-undangantentangPraperadilan

l. Properadilc*t Dalarn Perspekti.f' KTIHAI'

Hukum acara pidana berlaku sejak tanggal 3l Desember 1981 dengan

narna Kitab Undarg-Undang Hukum Acara Pidana atau 1'ang lebih dr kenal

dengan sebutan KUHAP. Dalam upa)'a untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan

dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana vang dicita-citakan. maka

di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai

pemberian wewenang tatnbahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan

pemeriksaan terhadap kasus-kasus vang berkaitan dengan penggunaan upa].a

paksa (penangkapan, penahanan. penggeledahan. penvilaan dan lain-lain) yang

dilakukan oleh penr,idik dan penuntut umum.

Lernbaga praperadilan merupakan salah satu lembaga ).ang

diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga

pengadilan 1'ang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai inslansi trngkat

peradilan vang mempunrai n-err-enang memberi putusan akhir atas suatu perkara

pidana. Lembaga praperadilan han1.a suatu lembaga baru ),ang ciri dan

eksistensinl,n; e

t' M. Yahl'a Harahap, ['embaha:san l'ermasalahan Dan Ponerapan KLiH,4P
({)emerilisaan Sidang Pengadilan. Banding. Ka.sasi, don [)eninjauan Kentbctlil .]ilit II- iJakarta:
Sinar Gratika, 20f18). halaman 1.

T1
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a. Berada dan merupakan kesatuan 1'ang melekal pada setiap pengadilan

negeri. dimana praperadilan ini hanva dilumpai pada lingkat pengadilan

negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dm dengan

- pengadilan vang bersangkutan.

b. Dengan demikian. praperadilan bukan berada di luar atau disamping

maupun sejajar dengan pengadilan negen

c. Administratif l.ustisial. personal teknis. peralatan dan finansialnt'a takluk

clan bersatu dengan pengadilan negeri" dan berada di balvah pimpinat

serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri ]-ang

bersangkulan.

d. Tatalaksana fungsi )'ustisialn)'a merupakan bagian dari tungsi 1'ustisial

pengaclilan negert itu sendiri.

Dengan demrkian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan

bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanl'a merupakan pemberian

rvervenang baru dan fungsi baru 1,ang dilimpahkan KLTIIAP kepada setiap

pengadilan negeri. sebagar \lewenang dan fungsi tambahan terhadap \,ve\\renang

dan frngsi pengadilan negen vang telah ada selama ini. Kalau selama ini

\\-e\\enang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana

dan perkara perdata sebagar lugas pokok, maka terhadap lugas poliok tadi

ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknl'a penahanan.

pen_vitaan atau penghentian penl,idikan atau penghentian penuntutan --Yang

dilakukan penyidrk atau penuntut umum. vang \\ewenang pemeriksaannya

diberikan kepada praperadi lan.
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Menurut Adnan Bulung Nasution. terdapat beberapa kelebihan 1'ang

berkenaan dengan keberadaan lembaga praperadilan ini" vaitu:1('

Pertarntt, Sidang praperadrlan ),ang diadakan atas permintaan tersangka

a6u terdakwa atauputr keluargan-va atau pula atas kuasanl'a merupakan suatu

forum vang terbuka. Yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil

prhak penvidik atauiaksa penuntut umum 1"ang telah melakukan upa)'a paksa agar

mempertanggungja*,abkan trndakann),a dimuka forum 1'ang bersangkutan. apal'ah

benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem penguiian melalui

sidang terbuka ini. maka tersangka atau terdak*,a seperti halnva dalam Habeas

Corpus Ar1, dijamin hak asasinl'a berupa hak dan upa)'a hukum unluh melarvan

perampasan atau pembatasan kemerdekaan 1'ang dilakukan secara se\l'enang-

wenang oleh penf idik ataupun penunlut umum. Dalam forum ilu penyidik alau

penuntut umum rvajib membuktikan bahiva tindakannva sah dan tidak melanggar

hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saia pihak penf idik ataupun penunlut

umum harus membuktikan bah*,a dia memiliki semua s]'arat-s)'arat hukum 1'ang

diperlukan. ba.rk berupa syarat-s)'arat formal maupun rnateriil. seperti misalnl'a

surat perintah penangkapan atau penahanan. adan1,'a dugaan keras telah

melakukan tindali pidana vang didukung oleh bukti permulaan 1'ang cukup,

ataupun dalam hal penahanan dengan alasan t'ang nvata dan konkrit bah*'a si

pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menggulangi

kejahatannya.

'nAtlnan Rur''ung Nasution, Praperadil.an 1s llokim Komisaris,

111pJ1UlUf1LlSgi4ql9f€tSgnlS(pra-i:ellidrlen- r'i - hakim - komisaris beberapa peiuikiran -
rnengenai - kcberadaan - keduan)'a, diakses tanggal 25 Me; 2012.

l9
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Kcclus, melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi s]'arat keterbukaan

{tt'ttn.sStaroitcl,) dan akuntabilitas publik {pttblic ctccounlahiliti) yang merupakatr

slrarat-s),arat tegaknva sistem peradilan vang llebas dan tidak memihak serta

n€r1ur1ung linggi hali asasi amtrusia. Dengan adanva transparansi dan

akuntabi[las publik ini maka dapat dicegah timbulnl'a praktek-pralJek birokrasi

).ang iertutup dan Sewenang-wenang dalam menahan orallg ataupun

memperpanjang penahanan luga dapat dicegah teriadinl'a praktek korupsi. l:olusi

clan nepotisme (KKN) dalam proses rnembebaskan penahanan. Melalui lorum

terbuka ini masyarakat dapal ikut mengontrol .ialann \/a proses pemeriksaan dwr

pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupLrll penuntut urnum

dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasarl. mengonlrol alasan-

alasan dan dasar hukum hakim praperadilan vang memerdekakannt'a.

Dengan demikian. keberadaan lembaga praperadilan didalam KUHAP ini

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia vang

sekaligus berlungsi sebagai sarana penga\yasan secara horizontal- atau dengan

kata lain. praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana penga\\,asan horizontal

dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak

asasi tersangka dan terdaknarr Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi

manusia tersebut sudah merupakan hal 1'ang bersilat universal dalam setiap negara

hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

" l{MA Kullal. op.tlit.,halarnan 251
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Ketentuan 1'ang nrenjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal

UU i.r-o. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, vaitu:

l. Setiap orang )rang ditangkap. ditahan. dituntut atau diadili tanpa ala""an

* 
berdasarkan undarig-undang alau karena kekeliruan nrengenai orangnla

atau hukum 1'ang drterapkannva. berhak menuntut ganti kerugian dan

rehabilitasr.

2. Pejabat ),ang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud pada aval (l) dipidana sesuai dengan kelentuan peralurat

perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai tata cara penunlultur ganti kerugian" rehabilitasi dan

pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Peniabaran Pasal 9 UU lio. ,18 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 sld

Pasal ll3 KUHAP. dan dihubungkan dengan Pasal 95 a1,at (2) KUHAP. Dalam

KUHAP" praperadilan diatur dalam Pasai I buiir l0 KLIHAP 1'ang pada pokoknva

mengalur sebagai berikut: Praperadilan adalah rve\\,enang pengadilan negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara vang diatur dalam undang-undang ini.

tentang :

Sah tidakn-va suatu penangkapan dan atau penahanan atas permrntaan

tersangka atau keluargan),a alau pihak lain atas kuasa tersangka.

Sah atau tida"[in1,a penghentian penr,idikan atau penghentian penuntutan

atas permintaan. demi tegaknl'a hukum dan keadilan:

b.
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c. Perminlaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluargany'a atau pihak lain atas kuasanl'a 1'ang perkaran,va tidak

diajukan ke pengadilan.

* Apabila diperinci maka \ve\venang hakirn dalam praperadilan adalah

sebagai berikut.l2

l. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknl'a suatu penangkapan

Pada Pasal I butir 20 KUHAP. )'ang dimaksud dengan penangkapan

adalah suatu tindakan peny'idik berupa pengekangan sementara n'aklu kebebasan

tersangka atau terdaku'a apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

pen.vidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalarn hal serta menurut cara vang

diatur dalam undang-undang ini.

Sebagaimana juga tertera dalam Pasal I7 KLIHAP. maka penangkapan

terhadap seorang vang diduga keras melakukan suatu tindali pidana haruslah

berdasarlian bukti permulaan 1,-ang cukup. Hal ini sesuai dengan bunf i penlelasan

Pasal 17 KLTIAP yang menvatakan bahrva. 'Yang dimaksud bukti permulaan

1,ang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adan-va tindak pidana sesuai

dengan Pasal 1 Butir l4 KUHAP." Pada pasal ini menur{ukkan bahrva perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan dengan se\uenang-wenang. tetapi ditujukan

kepada mereka 1'ang betul-betul n-ielakukan tindak pidana.

Maka berdasarkan bun1.i pasal tersebul. svarat materiil dari suatu

penangkapan adalah adanva suatu bukli permulaan 1'ang cukup. Jadi meskipun

hakim praperadilan han1.a berfungsi sebagai esaminating tudge saja, maka dalam

12 Loebby Loqnan. Pra-Pertttlilan Di Indonesia lJakarta . (ihalia Indonesia. 1987).

ilalaman 58.
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meng 'eraminasi' sahnl'a sualu penangkapan haruslah luga dilihat dasar

dilakukann-va suatu penangkapan. 1'akni adan-va bukti perrnulaar-r 1'ang cukup.

Dasar dilakukannl,a suatu penangkapan haruslah mendapat perhatian

kflusus, karena sesuai dengan penielasan dari Pasal l7 KUFIAP. bahlva perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-\\enang. tetapi dituiukan kepada

mereka 1'ang betul-betul melal.ukan tindak pidana.

2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknl'a suatu penahanan.

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorang terdak'wa 1,ang diduga

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 1'ang cukup seperti lang

termuat dalam Pasal 21 (l) KLIHAP ]'ang men!'atakan. perintah penahanan atau

penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdali\\,'a \iang

diduga keras melakukan ttndak pidana berdasarkan bukti 1'ang cukup. dalam hal

adan),a keadaan 1'ang menimbulkan kekhawatiran bahu'a tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri. merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau

mengulangi tindak pidana.

Dalam KUHAP suatu penahanan dianggap sah apabila memenuhi s1'arat-

syarat formil. -vakni adanl,a surat penntah penahanan dan sebagainl'a, akan tetapi

didalam KUHAP juga diatur seorang dapat ditahan, \'akni apabila ada dugaan

keras dia melakukan tindak pidana. disamping adanla suatu keadaim 1'ang

dikhau,atirkan bah*,a tersangka akan melarikan drri. merusak alau menghilangkan

barang buLti atau dikharvatirkan lersangka akan melakukan lagi tindak pidana.
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Jadi disamping sl.arat lormil, rurtuk melakukan penahanan haruslah dipenuhi pula

adanla keadaan dikhau,atirkatr akan lerjadi pada si tersangka.

3: Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknl'a suatu penghentian

penf idikan.

Pengajuan permintaan praperadilan atas keabsahan pen--vidikan dapat

diajukan oleh pegau'ai pefidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Didalam

KUHAP. peni,ii1l;- dilakukan oleh pegarvai penfidik sebagaimana temuat

dalam Pasal I bulir (1) KUHAP ),ang men)'atakan. Penf idik adalah pejabat polisi

Negara Republik Indonesia atau petabat pegarvai negeri sipil tertentLl l'ang diberi

\\-enenang khusus oleh undang-undang unluk melakukan penl"idikan.

Dalam hal melakukan penfidikan tenttmva tergantung pada banl'ak

faktordari polisi itu sendiri. baik faktor 1'ang berasal dari diri polisi itu sendiri.

umpamanya keterampilan. kepekaan. inlelegensia dan sebagainya, maupun faklor

),ang berasal diluar polisi tersebut. umpamallva fasilitas, lingkungan dan

sebagain-va.

Apabila dilakukan penghentian penvidikan, maka akan terjadi suatu

keresahan dalam masyarakat. maka pihak penfidik sendiri dapat memohon

diperiksa penghentian pen-"-idikan oleh praperadilan. dengan demikian kalaupun

diputuskan bahwa penghentian penvidik dianggap sah, maka hal tersebut akan

dapat merupakan sualu kepaslian hukum bagi masl'arakal.
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Putusan praperapilan mengenai sah tidaknva penghentian penyidikan

dapat dimintakan banding. tidali seperli halnr,'a dengatr pemeriksaan praperadilan

terhad ap keabsahan penan gkap an maup un penahanan.

4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknva suatu penghentian

penuntutan.

Sama halnva dengan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau

tidaknra penghentian penl,idikan. maka pemeriksaan praperadilan terhadap sah

atau tidaknva sualu penghentian penuntutan adalah sebagai suatu penga\\-asan

secara horizontal. seperti y'ang diutarakan clalam penjelasan Pasal B0 KUHAP

1'ang berbunvi: "Pasal ini bermalisud untuk menegakkan hukum, keadilan. dan

keb enaran melal ui sarana pen ga\\'asan secara horizontal. "

Tegasnya apabila teriadi suatu penghentran peuuntutan maka tidak ada

upa,va hukum lainnl'a bagi si korban atau pihak keliga untuk meminta keadilan:

oleh karena i1u maka dengan adanl'a praperadilan dimana hakim praperadtlan

diberikan \\e\\,enang untuk memenksa keabsahan clari suatu penghentian

penuntutan adalah juga menjadi suatu upa)'a hr,rkum bagi korban atau pihak

ketiga. Apabila praperadilan ,vang menetapkan lidak sahnl'a penghentian

penuntutan. maka dapal dimintakan putusan akhir ke pengadilan negeri

5. Memutuskan ganti kerugian dan alau rehabilitasi bagi seseorarlg 1'ang perkara

pidananl'a dihentikan pada tingkat penvidikan alau penuntutan.
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Ganti kerugian drdalam KUHAP adalah ganti kerugian bagi mereka 1'ang

ditangkap atau ditahan tanpa sah. r'akni ganti kerugian r"ang menjadi rveu,enang

hakim praperadilan.

* Permintaan ganti kerugian dan alau rehabilitasi rnelalui praperadilan

han1,alah berkenaan dengan seorang 1'ang perkara pidananva dihentikan pada

tingkat penlrdikan aiau penuntutan, dengan kala lain 1'ang lidak diatukan ke

pengadilan. Adapun alasan untuk mengalukan permtnlaan ganti kerugian dan atau

rehabilitasi ini 1,ai1u'

l. tidak sahnl'a penangkapan atau penahanan: atau

2. telah dikenakan tindakan lain. tanpa alasan vang berclasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangn\'l atau hukum vang

dilerapkan.

Apabila kita cermati diatas. ielas bahu'a praperadilan hanva dapat

dimintakan lerhadap upa],a paksa penangkapan dan penahanan. tetapi dalam Pasal

82 (3) huruldl3 clapat dilihat bahu,a melalui praperadilan dapat ditetapkan bahvi'a

''benda yang disita ada ,r'ang tidak termasuk alat pembuktian" karena "benda

tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu

drsrta". Dengan demikian apabila ditelaah maka praperadilan tidak hanl'a terbatas

pada sah tidaknl,a penangkapan dan penahanan saja letapi juga mengenai sah

tidaknl'a benda 1'ang disita sebagai alat pembuktian.

Sebagaimana telah diutarakan diatas. maka maksud diadakan lembaga

praperadilan ini merupakan kontrol/penga\\'asan atas.ialannva hukum acarapidana

1r Pasal 82 i3)hurul d KLlllAP: dalam hal putusan meuetapkatr bahu'a benda yang

disita ada .l.ang tidak temrasuk alat pembrLktian, maka dalam putusan dicalrtrlrnkan hah',r'a benda

terscbrt harus segera dikcmbalikan kepada tersangka atau dari siapa bentla itrt tlisrta.
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dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdaku,a. Kontrol tersebut dapat

d i I akukan dengan car a- car a seb agai beri kut : 
I a

a. Kontrol r,erlikal. vakni kontrol dari atas keban,ah.

' b. Kontrol horizorltal- -1'akni kontrol kesamping. antara penvidik. penuntut

umum timbal balik dan tersangka. keluarganva atau pihak ketiga.

Menurut ProL DR. Loebbl' Loqrnan. SH. N,IH dijelaskan bahu,a lungsi

penga\!asan horizonlal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan ],ang dilakukan

oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sislem

peradi lan pidana terpaclu. 
1 5

Dengan adan-v-a lembaga praperadilan dr.yamin bahri.a seseorang tidak

drtangkap atau ditahan tanpa alasan vang sah. Penangkapan han;-'a dilakukan atas

dasar dugaan vang kuat dengan landasan bukti permulaan vang cukup. Sedangkan

ketentuan bulli permulaan ini diserahkan penilaiannl'a kepada penf idik. Hal ini

membuka kemungki nan seb agar al as an pengaj uan p emeriksaan praperadilan.

Mengenai svarat tentang pengajuan pemeriksaan praperadilan ini dapat

kita lumpai dalara Pasal 79 KUHAP vang berbunyi . Permintaan pemeriksaan

tenlang sah atau lidaknva sualu penangkapan atau penahanan diaiukan oleh

tersangka. keluarga dan kuasanva kepada ketua pengadrlan negeri dengan

menvebulkan alasannl a.

Alasan untuk mengajukm tuntutan praperadilan diatur di dalam Pasal TT

KUHAP r aitu mengenai:

la Moch. Paisai Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Pral*ek, @andung:
Mandar Maju, 20 0 1 ), halanan 3 22.

15 Loebby Loqman,Op. Cit. ,1fur^.20.
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I Sah atau tidaknl.a penangkapan, penahanan, penghentian penfidikan atau

penghentian penuntutan.

2. Ganti kerugran dan atau rehabilitasi bagr seorang )'ang perkara pid'anarya

- dihentikan pada tingkat penf idikan atau penuntutan.

Dari Pasal 77 KLTHAP diatas maka )'ang menjadi alasan untuk

mengaiukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan vailu.16

I Mengenai sah tidaknl,a penangkapan. penahanan sebagaimana diatrtr

dalam Pasal l6 sampai dengan Pasal 3l KUHAP.

2. Sah atau tidaknl'a penghentian pen-\{dikan atau penuntutan. Dalam hal ini

penghentran penf idikan alau penuntutan terdiri dan :

a. Penghentian penl'tdikan atau penghenlian penuntutan "demi

kepentingan umum" 1'ang artin-va penghentian i1u dilakukan berlurut-

turut oleh penl,idik atau penuntut umum karena masih perlu

menemukan bukti larn:

b. Penghentian penl,idikan atau penghentian penuntutan demi hukum

1,'ang dapat lerjadi karena untuk perkara vang bersargkutan :

(l) karena telah daluarsa,

(2) karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannYa

drcabul.

(3 ) karena lersangka,iterdakrva meninggal dunia.

(4) karena keliru orangn)'a (error in per.sona).

(5) karena ne hi.; in iclem.

ro Moch. Faisal Salam, Op.('rt.. haiaman 323
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(5) karena bukan perkara Pidana.

(7) Peraturan perundangan )'ang rnenjadi dasar hukum lelah dicabut.

3 Tindakan lain

' Yang dimaksud dengan tindakan lain disini 1'aitu tindakan-tinclakan

upa)/a hukurn (drvang middel) lainnl'a seperti pemasukan rumah-

penggeledahan, penvitaan barang bukti. surat-surat 1'ang dilakukan secara

mela*'an hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Ttndakan larn ini

dimasuklian dalam Pasal 95 al'at (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat

dalam penlelasann].a ).ang menl'atakan kerugian yang ditimbulkan oleh

pemasukan rumah. penggeledahan dan penf itaan 1,ang tidak sah menurut

hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan 1,ang lebih

lama daripada prdana 1'ang df atuhkan.

4. Ganti kerugian

Mengenai ganti kerugian cliatur dalam Fasal I bulir 22 KLIFIAP 1'artu:

"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapal pemenuhan atas

tuntularnva 1,ang berupa imbalar"r sejumlah uang karena ditangkap.

ditahan. dittrntut ataupun dradili tanpa alasan 1'ang berdasarkan undang-

tmdang atau karena kekeliruan rnengenai orangn\ a atau hukum 1'ang

drterapkan menurut cara )'ang diatur dalam undang-undang ini".

klengenai ganti kerugian ini termasuk juga we\\enang lembaga

praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 a1'at (l) KUHAP 1'aitu:

'-Jika suatu perbuatan 1'ang menjadi dasar daknaan di dalam suatu

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeil menimbulkan
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kerugian bagi orang lain. maka hakim lietua srdang atas permtntmn orang

itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti

kerugian kepada perkara pidana itu."

* Makna dari "kerugian bagi orang lain" ialah kerugian pihak ketiga

termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian 1'ang diatur dalam Pasal I

bulir 22 KUHAP dengan kerugian ,r,ang diatur dalam Pasal 98 a1'a1 (l) KUHAP

terdapat persamaan dan perbedaannva. vaitu:

Per.s'ctmuunnyo .

a. diadili menurut acara praperadilan

b. keharusan mengganti kerugian

l'erbec{ocmn1:cr :

a. Ganti kerugian pada Pasal I bulir 22 KUHAP disebabkan karena lidak

sah penangkapan, penahanan. penghentian peu'idikan dan penghentian

penurlutan. Sedmgkan tuntutan ganti kerugian l'ang dralur dalam Pasal

9ll avat (1) KUHAP akibal daripada perbuatan pelaku delik.

b. Tuntutan ganti kerugian diaiukan oleh tersangka. sedangkan kerugian

r.ang dratur dalam Pasal 9u a1,at (l) KUHAP diajukan oleh saksi korban

atau pihak ketiga.

c. Tuntutan ganti kerugian 1'ang diatur dalam Pasal 9tt avat (l) KUHAP,

dititipkan kepada penuntut umum sebelum tunlutan hukuman dibacakan.

sedangkan tuntutan ganti kerugian vang diatur dalam Pasal I bfiir 22

diperiks a khusus o leh p engadi lan p rap erad ilan.
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Weuenang memeriksa dan memuluskan tuntutan ganli rugi merupakan

sesuatu 1'ang baru bagi hakirn pidana. karena sebeiumnva tunlutan ganti rugi. baik

ia ditujukan kepada perseorangan maupun pemerintah, sesuai dengan undang-

ufidang vang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdaia. Apalagi

wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, karena selama

ini orang mengeiahui bahu,a \\elvenang untuk memberikan rehabilitasi itu

menurut Pasal 1rl Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan \\'e\l'enang

Presiden.

Sebenarnl'a. praperadilan dalam KUHAP masih mengandung banval,

kelemahan. dimana selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan lirrmalitas

sehingga kurang bisa mengungkap kebenarar 1'ang didalilkan pemohon. Menurut

penelitian Komisi Hukum Nasional (KfN). secara normatif ada empal kelemahan

clasar praperadilan vaitu. 1 7

Pertama. proses pengadilan atas praperadilan hanl'a dapat dilaksanakan

jika ada pihak vang menggunakan haknl'a. Selama tidali ada pthak vang menuntut.

hakim tidak dapat menguji sah tidaknl'a tindalan penf idik dan penuntut umum.

Dalam praperadilan, hakim bersrlat pasit. Ia baru dapat memeriksa bila ada

inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknva suatu penangkapan atau

penahananr8. inisiatif datang dari tersangka- keluarga- atau kuasan--va. Untuk

memeriksa sah tidaknva penghentian peny-idikan atau penunlutan. inisiatif datang

1t I'enclitian KHN : Prapcradilan Mengandung l3irnvak Keletnahan, http:i/ruuv.
i Iukumonline. corn/beritaibaca/lt4b29bab9ctla7/penelitian-klm-praperadilan-rnergandung-banyak-
kelcrnahan, diakses tanggal 28 ltrii 2012.

'* I'asal 79 KLlll,{P
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dari peni,idik^ penuntut. atau pihak ketigarl'. Lalu, untuk permmta;ur ganli

kerugian. inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga20

Kecltrr. hak lersangka. keluarga. atau kuasanya dapat gugurjika perkara

pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 nynl (1) huruf d KLTHAP menegaskan

dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri. sedangkan pemeriksa:ur

permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Keltga- tidak semua upaiva paksa dapal diuji hakim. Sehingga

nrenimbulkan ketidaljelasan siapa sa-ia 1'ang benvenang mengujin,va. Sementara.

hakim hanl,a memperhatikan pemenuhan s1-ara1 formal. dan tidak menvebui syarat

materiil.

Keentpat- lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari

konsep Habeos Corpus. Ternvata. baik substansi maupun mekanisme vang diatur

KUHAP tidal, sesuai dengan konsep dasar menuttt Habett,v CorTx.t's. Akibatn-va,

hakim tidak elektif mengau,asi penggunaan upalia paksa dan kesewenang-

wenangan penf idik atau penuntut umum.

Di Amerika Serikat. istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilahpre

rrldl. Namun terdapat perbedaan afllaIa lembaga praperadilan dengan lembaga pre

triall.ailu dimana lembagapre n"iulmewillki kervenangan untuk meneliti ada atau

tidak adanl'a dasar hukum 1'ang cukup untuk mengaiukan suatu perkara pidana

didepan pengadilan. Sedangkan praperadilan. ruang lingkup ker'venangannl'a

r" Pasal u0 KIJIIAP
rn I'asal 81 Kl lllAP
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bersilat limitatil sebagaimana )'ang telah ditentukan dalam Pasal TT huruf a dan b

KIJHAP dan Pasal 95 KtlIAP. t aitu.21

l. Memeriksa clan memutus sah atau tidalinl'a penangkapan dan penahanan'

'2. Merneriksa rjan rnernutus sah atau tidaknva petrghentian penf idikan atau

penghentian Penuntutan :

3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

seorang 1,ang perkara pidananl'a dihenlikan pada tingkat penvidrkan atau

Penuntuta:r.

4. N4emeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian 1'ang diatukan

oleh terszrngka atau ahli u,'arisnva atas penangkapan atau penahanan serta

tindakan lain lanpa alasan 1'ang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau huhum,vang diterapkan'

5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi 1'ang diajukan oleh

tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan

unclang-urdang atau kekeliruan mengenai ormg atau hukum Yang

diterapkan. r,ang perkaranl,a tidak diaiukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ruang lingkup kervenangan tersebut maka pada dasamva,

lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengau-asan

secara horisontal terhadap tindakan vang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku

pen,vidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu,

praperadilan memilikr peran )'ang penting untuk meminimalisir penvrmpangan

21 S. Tanubrttto. Peronart Praperatlilan Dahtn lltrk.utr --lcara l:'idctnn^ (Banclung

Alumni, 1 983 ), halaman 74.
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dan penl'alahgunaan \\.elvenang (abu.se o-/ pL)wer) dalam pelaksanaan proses

penegakan hukum.

Adapun tujuan 1'ang ingin dicapai dari penga\rasan horizontal dari

l8mbaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuktrya

KIIHAP. vaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum l,ang

cliclasarkan pada kerangka tltte Strocess of /ow,.22

Dtte process o.f lav,pada dasaml,a bukan semala-mata mengenai rttl.e o.f

law, akan tetapi rnerupakan unsur )'ang essensial dalam penyelenggaraan

peradilan 1'ang intinl'a adalah bahu'a ia merupakan "...a low wlcich hecu"s be./ore it

conclemns, wltich proceetls ultc.tn incluirv, oncl renclers juc{gement onl.v" after

triol..-'. Pada dasam),a ),ang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak

asasi individu lerhaclap urbilrury'{tction r.yf-the gove t'ment.23

Menurut S. Tanusubroto menvatalian bahwa keberadaan lembaga

prap eradilan sebenarnl'a memb erikan p enngatan : 

24

l. Agar penegak hukurn harus hati-hati dalam melakukan tindakan

hukumnl,a dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan

hukum 1.ang berlaku. dalam arti ia harus mampu menahan dirr serta

menj auhkan diri dari tindakan selvenang-\venang.

2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upava untuk melindungi \\,arga

negara ,vang diduga melakukan kejahatan vang terurata tanpa didukung

dengan bukti-bukti ],ang menvakinkan sebagai aiiibat dari sikap dan

tt R. .soeparnr ono. Praperodilon l)on Pcnggobungon PerA:ara (Jtgalon Ganli Ken.tginn
Dakun KL|H,TP lBanclung : Mandar Malu 2003 t, hlm. l5-17.

:i Yesmil Anuar dan Adang" Sistert Perctclilan Pidana,{Randung: Widya Pad-jzlaran,

2009), halaman 113.
2" S. Tanusubr<lto, Op.C-'it., halaman 2.
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perlakuan penegak hukurn yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak

asasi manusia.

Hakrm dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan

mempeftiinbangkan detrgan seksatna- baik unttrk I'epentingan oralrg )'ang

dirugikan mauplul dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam

memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu

Dengan rehabilitasi berafii orang itu telah dipulihkan hakn.. e sesuai

dengan keadaan semula vang dicluga telah melakukan kejahatan.

kejujuran r ang menjig-ai KUHAP harus diimbangr dengan integritas dan

dedikasi dari aparal penegak hukum. karena ianpa adan-r-a keseimbangan

itu semuanl,a akan sia-sia belaka.

KUHAP menerapkan lernbaga praperadiian untuk melindungi tersangka

dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau

hejaksaan )jang melanggar hukum dan merugikan tersangka. dimana lembaga

praperadilan ini berlungsi sebagai lembaga pengal\'as terhadap upa)'a paksa 1'ang

dilaksanakan oleh pejabat penl idik dalam batasan tefientu.25

Di Amerika peranan hakim tidak hanya lerbatas pada pengar'r'asan

terhadap tindakan penangkapan dan penahanan ):'ang sudah terjadi, melainkan

parla rvaktu sebelumnva. r'aitu sebelum diadakan penahanan. bahkan sebelum

dikeluarkannva surat dakrvaan. Hakim berr'venang memeriksa dan menilai apakah

ada alasan dan dasar hukum vang kuat tentang terjadinla peristiwa pidana dan

bukti-bukti permulaan yang cukup unluk mendaku'a bahr,va tersangka memang

:i 
lndri1,nn111 Seno Adii, I'enyiksaan clan IIAM dalatn Perspektil KUilAP, (Jakarta

PLLstaka Sinar llarapan. 1998), l.ralaman 55.
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pelakunl,a- u,alaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknl'a berdasarkan bukti-

bukti ]'ang ada baru dilangsungkan kernudian dalam sidang petneriksaan

perkara.26

' Acara pemeriksaan praperadiian diatur dalam Pasal 82 KUHAP, dimana

secara garis besar acaranva adalah:

- Dalam n'aktu tiga hari setelah diterimanl-a permintaan, Hakim 1'ang

dituniuk menetapkan han sidang.

- Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun

dari pe.jabat vang beru'enang:

- Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepal dan selambat-lambalnla

tujuh harihakim harus sudah menjatuhkan putusann-va.

S ecara n1.ata. KU H A P mengamanatkan p erkara praperadilan di sel esaikan

dengan cepat (7 hari) sehingga acaran]'a dibuat secara sederhana sekali. tetapi

dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi be(ele-tele, sehingga ada

beberapa perkara vang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 al'at (l) huruf

c KUHAP vakni lebih dari tujuh hari.

Apabila KUHAP menginginkan perkara praperadilan selesai dalam 7

(tujuh) hari maka dalam KUHAP seharusnva diatur secara terperinci acara-acara

pemeriksaan dan hari pertama sampai hari ketuluh secara ketat dan mengikat,

dengan konsekuensi apabila pada hari 1'ang ditentukan tersebut ada pihak 1'ang

rt' Adnan Bulung Nasution. Praperadilctn tll I(akim
Komisaris.[!p.1it.i:g1eaalfl4-".fg&gi!Sg1&Id:p-e!44an- r's - hakim - kcxrrisaris - bctrerapa -
pernikiran - rncngen{L- kebcradaan - keiiuant'a, diakses tanggal 25 Met 2012.

36

UNIVERSITAS MEDAN AREA



lalai alau sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknva maka dianggap

rnelepaskan hakt\a.27

f Praperoclilan Dalam Perspekti.f'RLIL| K{ lHAP

Munculnl'a Undang Undang Nomor I Tahtur l98l tentang Kitab

LTndang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut juga KUHAP

dipandang sebagai suatu respon positif terhadap tuntutan masr''arakat 1'ang

menginginkan diadakannva pembaharuan hukum acara pidana l'ang telah

memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemarusiaan.

!pa1'a pemerintah mencari atau menemukan solusi dalam proses

peradilan pidana selama 29 tahun sejak diberlakukannl-a UU rl-o. 8 Tahun 1981

tentang KLTHAP. telah menghasilkan suatu Rancangan Undang-undang Hukum

Acara Pidana (RUU KIJHAP). Pen-vusunan Rancangan lJndang-Undang (RUU)

tersetrut. dimular dengan pengkajian atas fakta dan praktik penf idikan. penuntutan

dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara pidana sampai dengan

kun jungan penetitran ketiga negara (Belanda. Perancis. dan Amerika Serikat).28

Pertimbangan terhadap RLIU KUHAP ini, diharapkan dapat memberikan

pembaharuan hukum acara pidana dalam hal untuk lebih memberikan kepastian

hukum. penegakan hukum. ketertiban hukum. keadilan masvarakat, dan

perlindungan hukum. serta perlindungan hak asasi manusia. baik tersangka,

terdaku.a- saksi. maupun korban. demi terselenggaranva negara hukum.

Guse Pral.udi, Praperadilan dan permasalahannya,

hltp://r,uvrv.scribd.conr./doc/348521gllPraperadiizur-Dzrr-Permasalahannya, diakses tanggal 10

Agustus 2012.
28 Romli Atmasasmit4 Seminar Nasional: Analisis Atas RIIU K{JHAP 2009,ba1aman 4.
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Ada tiga pandangan perubahan terhadap KLTHAP, yailu. pcntdttng{u't

palonto,,1'aitu berpendapat bahu,a KUHAP -vang ada saat ini tidak perlu diganti

karena masih reler,an untuk dipertahankan. 1'ang penting budava atau prilaku para

pgnegak hukum diperbaiki (budaia hukutn pelwidik. penutrtut umuln. hakim.

adi'okat dan pemasl,arakat), dengan kata lain -yang harus dulu ditanggulangr

adalah manusia pelaksana hukum. bukan undang- undang,n)*a. P cr rtcktrtgct n kechtct,

vailu berpendapat bahx'a KUHAP tidak perlu diganti secara total cukup direr,isi

beberapa pasal ),ang tdak sesuai lagi clengan perkembangan l.aman dan

perlindungan terhadap HAM (tersangka/terdakwa/saksi/korban). karena sebagian

besar substansinl.a masih releran untuk dipertahankan. I'cutcLtngctn Ketigo- vailu

berpendapat bahna KUHAP harus diganti atau dirubah secara total/menveluruh.

karena dianggap KUHAP rang ada saal ini kurang responsif clan sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan tuntutan zallan dan masl,arakat internasional

sebagaimana terluang dalam berbagar kontensi inlemastonal lerutama

menr.angkut terhadap perlindungan HAM tersangka/terdal:lva. saksi/korban.

Hukum 1'ang baik haruslah senantiasa memperhatikan rumusan vang jauh

kedepan (predictabillf,,). responsil'dan akomodatil'terhadap berbagai kepentingan

masl,arakat. ccrtainly (kepastian dalam rumusan norma-norma), fhirness (netral

dan adil dalam merumuskan norma-norma) serta opplicable atau dapat dtterapkan

atau dioperasionalkan. Karena bagaimanapun konsep \ ang sangat idealis namun
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kalau tidak bisa dilaksanakan akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

29

Membangun sistem hukum tidak cukup han1,a meletakkan substansi

dflam rut]tusan bab demi bab. pasal demi pasal dan ar,at demi avat tetapi rang

paling sulit adalah bagaimana mengimplementasikannl'dmenerapkann\ra, karena

begitu suatu undang-undzng disahkalvdiperlakukan maka akan menghadapi

berbagai masalah i'ang tidak sedikit jumlahnl'a dalam penerapannva dl lapangan.

Perubahan signifikan pada RUU KUHAP ini lerletak pada penggantian

peranan Ketua Pengadilan Negeri atau Hakirn Praperadilan dengan lembaga baru

rang disebut dengan Hakim Komisaris. Hakim Komisaris ini berfungsi sebagai

u,asit sekaligus penl,idik dan pemutus terhadap keabsahan prosedur penahanan.

penggeledahan. penfitaan. dan kelanjutan penuntutan perkara ke pengadilan.

Dalam konsep ini. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap

pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan penga\\'asan pelaksanaan upa)'a paksa

(d*,ang middelen). bertindak secala eksekutif untuk ikul serta memimpin

pelatrisanaaan upa)'a paksa. menentukan penvrdik mana )'ang melakukan

peny'idikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa serta mengambil

keputusan atas keberatan-keberatan -\ang diaiukan oleh pihak-pihak )'ang

dikenakan tindakan.30

tt' ilriglen Poi. DR RM. Panggabean. SH., MI| Sentinttt' \iavonal: Rancangan

tlntlang-[htdang lluhrtt Acara Pidana J)alam PerspeldiJ'petryidili Poh'i. Peradilan Seuu USU,
'fanggal 02 Maret 2010, halaman 3.

30 Adnan Buyung Nasution, l'raperadilan vd hakirn komisaris

htli-:l1r,vt.uilcEAlila,;elg&onlc4qlLra-gqlgdlien- r.s - hakim - komisaris - bcbcrapa - penrikiran -
mengenai - keberadaan - keduan\,a" diakscs tanggal 25 Mei 2t-)12
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Latar belakang munculnl'a Hakim Komisaris ini adalah untuk lebih

melindungijaminan hak asasi rnanusia dalam proses petnidanaan dan menghindari

terjadinya kemacetan oleh limbulnt'a selisrh antara petugas penvidrk dari instansi

1'fing berbeda. Penangl,apan dan penahanan tidak sah tnerupakatr pelanggaratr

serius lerhadap hak milik orang. dan penggeledahan 1'ang tidali sah merupakan

pelanggaran terhadap lieientraman rumah tempal kediaman orang.

Dasar pemrkiran adanl'a hakim komisaris dalam sistem Eropa

Konlinental. anlara lain Belanda tidak lerlepas dari pada fungsi hukum acara

pidana ],ang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran seiali serta

menialankan atau melaksanakan hukum pidana materiil.

Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahu a tidak ada suatu

tindal, pidana lanpa ada undang-undang )'ang mengatur sebelumnl'a (nullum

clclicturn rutllo poena proviaa sientt lege pocnali). Asas iru dirnuat dalam Pasal I

L\/etbrtok vcm Stru-firecht Belanda. dimana mempengaruhi keseluruhan proses

hukum acara pidana. baik di dalam penf idikan. penuntutan maupun

penggeledahan.rl Untuk seseorang vang dinvatakan sebagai tersangka atau

terdakrva" maka hukum acara mens1.'aratkan harus adanl''a dugaan keras bahu'a

orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorang

1'ang clitahan harus dipenuhi s!,aral bahna ada cukup bukti bahrva orang tersebut

bersalah terhadap tindak ptdana vang dilakukan. Demrkian juga didalam hal

memasuki rumah seseorang (menggeledah). harus ada dugaan keras bahu a telah

t' lbid.

lllllllllllllllllllllflllllllllllllniuuulnnununlnu nrrr Lrri ru rrr *,i
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terjadi tindak pidara. Sebab. iika tidak dipenuhi sl'arat-svaral tersebut maka pihak

tersangka clapat melakukan perlaivutan {verzet) vang clapat dibenarkan hakirn.r2

Dengan demil,;ran. lungsi hakim komisaris dalam sistem Eropa

IGntinental seperti Belanda berlujuan metrgan'asi jaiannl'a proses hukutn acara

pidana khususnl'a pelaksanaan wewenang pihak eksekutil dalam hal ini pihak

pen-v-idik dan penuntul umum 1'ang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan

pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upa)'a paksa berupa penangkapan.

p enahanan. penggeled arhan- p en1 ilaan dan pembukaan s urat-s ura1.

Pengau.asan hakim komisaris ini pada dasarnl'a merupakan hak kontrol

dari pihak l,udikatif (control vttn rechterli.lkemucht) terhadap eksekutiL Karena itu

hakim diberi \\'e\\'enang -vang demikian luas mencampuri bidang tugas penf idik

maupun penunlul umum dalam hal pemenksaan pendahulu;rn.

Hakirn Komrsaris menurut RUU KUHAP memliki keu,enangan \:ang

lebih luas dari przrperadilan" karena tidak han,va lerbatas pada penangkapan dan

penahanan ataupun penghentian penfidikan dan penuntutan melainkan iuga

perihal perlu tidaknl'a diteruskan penahanan alaupun perpanjangan penahanan.

perlu tidakn--va penghentian penf idikan atau penuntutan" perlu tidaknl'a

pencabutan atas penghentian penfidikan atau penuntutan- sah atau lidaknl'a

penvilaan dan penggeledahan. sefia \\ e\\ enang memerintah penf idik atau

penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakua jika terdapat dugaan

kuat adanva penviksaan ataupun kekerasan pada tingkat penf idikan ataupun

32 Dwj AP, Mencermati Konsep Hakim Komisaris Dalam RUU KUIIAP,
hltp://r,rvw.endradharmaiaksana.coirr/coirtent/rded232l46llanq. indonesial, diakses tanggal28 Juli
2012.
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penuntutan.33 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal lll RUU KUHAP ,vang

menvatakan bahrl'a Hakim komisaris berr,venang menetapkan atau memutuskan:

a. Sah atau lidaknl'a penangkapan. penahanan, penggeledahan, penfilaan.
atau pen_vadapan:

" b. Pembatalan alau penangguhan penahanan;

c. Bahrva keterangan 1'ang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan

melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri:
d. Alal bukti atau pernl'ataan -r-'ang diperoleh secara tidak sah tidal' dapat

dijadikan alat bul1i.
Ganti kerugian dan/alau rehabilitasi untuk seseorang )'ang ditangkap atau

ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang

disita secara tidak sah.

Tersangka alau terdakr'i'a berhak untuk alau diharuskan unftrk elidampingi
oleh pengacara,
Bahu'a penf idikan atau penuntutan lelah dilakukan untuk tujuan 1'ang
tidak sah.
Penghentian penyidikan alau penghentian penunlutan yang tidak

berdasarkan asas oporturu tas:

Layaf, atau tidakn)/a suatu perkara untuk dilakukan penunlutan lie

pengadilan.
Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun 1'ang lain vang terjadi selama

tahap penl-idrkan.

Tugas dan weu,enang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan

permohonan alau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakrva- keluarga atau

kuasanva kepada t{akim l(omrsaris. dengan demikian tindakan Hakim Komisaris

pada tahap pemeriksaan pendahah.ran bersifat aktif. dan berlungsi baik sebagai

e:ta minating .yudge dar, inve,stigctt ing .it.iLlge.

lVamun, r,r'alaupun model hakim komisaris mengambil model

penga\vasan 1,ang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental sepeili

ttAdnar', I3uvung Nasution^ Praperadilan vd hatriim komisaris,

b@1lvu,rv.1egaiftjts.orgic eriidilan-
mengenai - keberadaan - kcduanva, diakses langgal 25 Mei 20i2

f

()

h

i.

j
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halnya Belanda, mengandung beberapa kelemahan mendasar dibandingkan

dengan lemb aga p r ap er a,711an -l'aitu : 
3 a

Pertcrma- dilihat dari konsep dasarnva- kedua sistem tersebut memiliki

k6nsep r.ang berbeda. sekaliptur tu.juarml'a suna r ailu sarla-s{lma nielindungi ltak

asasi manusia terhadap tindakan upa)la paksa l'ang dilakukan oleh penf idik dan

penuntui umum. Dalam konsep hakim komisaris" kemerdekaan seseorang amat

drgantungkan pada "belas kasihan" negarar khususnva kekuasaan kehakiman

untuk melaksanakan lungsi pengahasannl'a lerhadap pihak eksekutif (penf idik

dan penuntul umum) dalam menjalankan pemeriksaan pendahulua-n. Sedangkan

dalam konsep praperadilan. kemerdekaan ora11g itu memberikan hak fundamental

padan--va untuk melarvan dan menunlut negara. dalam hal ini pihak eksel:utif vaitu

pen-y-idik dan penuntui umum. untuk membuktikan bahrva tindakan upa)'a paksa

yang dilakukan negara benar-benar trdatri melanggar ketentuan hukum 1'ang

berlaku drur hak asasi manusia- dan jika 1-'ang bersangkutan tidak berhasil

membuktrkannva maka orang tersebut harus dibebaskan dan mendapatkan

kembali kebebesannl'a

Keduo, sistem pemeriksaan oleh Hakrm Komisaris pada dasam.va bersifat

terlutup (internal) dan dilaksanakan secara individual oleh hakim )'ang

bersangkutan terhadap penvidik, penuntut umum" saksi-saksi bahkan juga

terdaku,a. Sekalipun pemeriksaan itu dilakukan secar obiekrif dan profesional.

namun karena sifatnl,a ).ang tertutup maka tidak ada transparansi dan akuntabilitas

3a Suwarto, Seminar Nasional: Beberapa Pemikiran Terhadap RUU KUHAP {Upoya
Palrsa dan ganti Kerugian Terhadap Korban), Peradilan Semu USU, Tanggal 02 Maret 2010,

halamanT.
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publik. sebagaimana halnva proses pemeriksaan sidang terbul:a dalam lorum

praperadilan. Akibatnl'a masyarakat (publik) tidali dapat turut mengarvasi dan

menilai proses pemeriksaan pengu-1ian serta penilaian hakim terhadap benar

tftaknl'a, atau tepat tidaknl'a upaya paksa 1,atig dilakukan oleh penf idik ataupun

.1aksa penuntut umum.

Kerigtt. pengawasan oleh hakim komisaris dalam sislem peradilan Eropa

Kontinental, antara lain Belanda. merupakan bagian integral dari keseluruhan

sislem penga\\,asan hierarkis. 1,ang dilakukan Hakim (lustitie). terhadap Jaksa

(Openbaar Ministrie) dan Kepolisian. Dalam sistem tersebut, haiiim mengau,asi

jaksa. dan selaniutnl'a jaksa mengawasi polisi sebagai salu kesatuan sistem

pengawasan integral yang harmonis dan serasi. Maka apabila konsep ini mau

diterapkan. svaralnya keliga lungsionaris tersebul (Hakim. Jaksa dan Polisi).

sekalipu-r masing-masing merupakan instansi 1-ang berdiri sendiri. namun didalam

bidang peradilan atau proses poemeriksaan perkara dari tingkat penl'elidikan.

penl,idikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dimuka persidangan

pengadilan secara fungsional adalzrh merupakan satu rangkaian hrerarki kesatuan

fungsi 1'ang berbagi tugas dan r.ve*'enang namun saling melengkapr.

Apabila dilihat dari konsep dasamya. hakim komisaris dan lembaga

praperadilan memiliki konsep vang berbeda. sekalipun lujuannl a sama 1'aitu

sama-sama melindungi hak asasi manusia terhadap tindakan upa-ya paksa 1'ang

dilakukan oleh penvidik dan penuntut umum.

Dalam kekuasaan negara. 1'akni hak kontrol dari kekuasaan kehakiman

(r,udikatif) terhadap jalannva pemeriksaan pendahuluan 1'ang dilakukan pihak

41

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1

eksekutif berdasarkan \ve\venangnl'a. Sedangkan lembaga praperadilan bersumber

pada hak hobea,; c.)rpu.e 1''ang pada dasarnl'a memberikan hak kepada seseorang

vang dilanggar hak asasinva untuk melakukan perlarvanan (reclress) terhadap

tiirdakan upaya paksa 1,ang dilal'ukan oleh penf idik atau -iaksa dengatr metrutrtut

)'ang bersangkutan dimuka pengadilan agar mempertarlggung jarvabka-n

perbuatannl'a dengan membuktikan bahwa upa)'a patrisa 1'ang dilakukan tersebut

trdali melanggar hukum (i/legal) melainkan sah adanl'a Disinr tekanan diberikan

pada hak astxi vang dimiliki tersangka atau lerdaku,a sebrtgar manusia r eng

merdeka. i'ang karena itu tidak dapat drrampas secara sewenang-\venang

kemerdekaann-uo.t-'

Perbedaan hakiki tersebut membarva konsekuensi bahrva dalam konsep

hakim komisaris. kemerdekazur seseorang amat digantungkan padn -'belas

kasihan" Negara. khususnl a kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan lungsi

penga\\'asanny,a terhaclap pihak eksekutif (penvidik dan penuntul umum) dalam

menjalankan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan dalam konsep praperadilan.

ken,erdekaan orang i1u memberikan hak fundamenlal padanl'a untuk melau,an dan

menuntul Negara. dalam hal ini pihak eksekutif vaitu penfidik dan penuntut

umum. untuk membuktikan bahn a tindakan upaya palsa vang dilakukan Negara

benar-benar tidak melanggar ketentuan hukum -vang berlaku dan hak asasi

manusia dan iika \,ang bersangkulan tidak berhasil membuk-tikannva maka orang

tersebut harus dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannva.

ttAdnan Rulung Nasution, Praperadilan ld hai;irn kcin'risaris,

hUp r,rfUfy,lCSA.jfll:rugiconlerrUpla treriidiJa[-: il - hakim - kotnisar
mcnp,cnai - keberadaan - kedunnva, diakses tanggal 25 Mei 2012
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b.

t.

Kebijakan Hukum Sebelum dan Sesudah Terjadinya KUHAP

Kebilakon Huhrm Sebalum teriaclin.vcr K( |HAP

Apabila ditinjau dari aspek historis. sebelum berlakunva Krtab Undang-

Ufidang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan Undang-Undang RI

No. IJ Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidanapadatanggal 3l Desember l9lll.

maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum aclalah HIR

(Het Herziene Inclonesi,sch Reglement) Stb. Tahun 1941 NonTor 44 )'ang

merupakan produli. hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada

zamannya. dimana didalamnya lerdapal beberapa kendala. kelemahan-

kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa, bahlian khususnl'a

mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia. ketidakpastian hukum dan

keadilan.

Misaln-va- ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses

hukumnl,a dalam hal penangkapan. penggeledahan" penvitaan. penahanan, hak-

hak dan status tersangka. terdaku,a. trantuan hukum. lamanl'a serta ketidakpastian

dalam proses penyelesaian perliara pada semua tingkat pemeriksaan dar-r

sebagainl'a.

HIR diciptakan dalam suasana kolonial Belanda. yang pada dasamva

produk hukum sefia perangkat-perangkat saranan.va dibentuli sedemikian rupa

sehingga menguntungkan pihak ).ang berkuasa. dalam hal ini penjajah

Berhubungan dengan perkembangan dan kemaiuan zaman vang semakin moderen

ser-ta clidasari pada perkembangan era kemerdekaan negara RI. sistem -vang dianut

HIR dirasakan telah ketinggalan za\rran- tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum
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_ffi
nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang

rnempunyai ciri kodifikasi dan urifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945.36

- Apabila <iikaji dari segi praperadilan. pada masa sebelum KUHAP atau

HIR kita tidak mengenal adanya lembaga praperadilan melainkan dengan hakim

komisaris. Hakim komisaris dikenal dalam masa sebelum KUHAP yaitu dalam

Reglement op tle fitra./voercleruizg (Si..). Hakim komisaris tersebut sudah diatur

dalam title kedua tenlang Vttn de rcgter-cotnmissctris 1,ang berfungsi pada tahap

pemeriksaan pendahuluan sebagai penga\'vas {exominotrng .jwlge) unluk

mengawasi apakah trndakan upaya palisa (dwcutg mitlclclen). 1'ang meliputi

penangkapan, penggeledahan. penr,itaan dan pen-reriksaan surat-surat. dilakukan

dengan sah etau tidak.

Selain itu. dalam Reglement op de Sn"a/voerc{ering- hakim komisaris atau

rcgter-commissaris dapat melakukan tindakan eksekutif {inve,stigating ludge)

untuk memanggil oril1g" baik para saksi maupun tersangka. mendatangi rumah

para saksi maupun tersangka. dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan

sementara terhadap tersangka. 
37

Dalanr bab kedua Reglement op cle Strufvoerclering (Sl.) terdapat

beberapa hal .vang perlu drperhatikan mengenai hakim komrsaris. antara lain:38

tu P.A.F. Larnintang dan 'fhco Lamintang. Pembahasan K(;Il,'lt) 7[enttntt llmu
Pengetalnnn f{ukum Pidana & 7'urispnrden.sl. (Jakarta: Sinar Grat-rka- 201[J)- halaman 7.

37 Drvi AP. Mcncermati Konsep Ilakinr Komisaris Dalarl Ill JU KUIL\P,
1llpliq:r.erdra.ihannll4i< t g4{.1le11i2f:i10i!rrgJirtlrricsial. diakscs langgai 28 .luli
20t2.

tt o.C. Kotigis. op.L'it.. halanian -195.
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1. Hakim Komisaris diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dan dilempatkan

pada setiap roitcl vun luslttie (pengadilan negeri) 1'ang dipilih dari salah

seorang hakim vang bertugas di pengadilan tersebut (Pasal 41):

Masa jabatan seorang Hakim Kotnisaris adalah 2 (dua) tahun dan dapat

diangkat kembali (Pasal 42).

Hakim Komisaris tidatri boieh melaliukan tnr eslrgasi tanpa tuntuian pidana

dari Jaksa (Pasal 4.t),

Setiap pelaksanaan tugas Hakrm Komisaris didampingr oleh Panitera atau

Panitera Pengganti (Pasal 45):

Hakim Komrsaris akan memerintahkan pemanggilan orang y'ang diajukan

oleh Jalisa sebagai saksi (Pasal 46):

Hakim Investigasi dapal menl,uruh memanggrl tersangha dan saksi-saksi

1,ang diminta oleh tersangka atau orang lain r ang menurut pendapatnva perlu

drdengar keteranganny'a (Pasal 47).

Setiap orang vang dipanggil rmtuk memberi kesaksian u'aiib menghadap

Hakim Komrsaris. Apabila saksi tidak datang pada pemanggilan pertama.

Hakim Komisaris akan menyuruh pemanggilan kembali dan juga kemudian

memerintahkan supaya saksi dihadirkan (Pasal 51 ):

Apabila saksi hadir sesuai pemanggilan tetapi tanpa alasan sah menolak

memberi kesaksian sebenam-va, maka Ketua Pengadilan. atas laporan Hakim

Komrsaris dapal memenntahkan supaya saksi dipaksa badan dan drtahan

sampai ia memenuhi kewajibann-ya (Pasal 53):

1.

5.

6.

7.

B.

/tB
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9. Apabila seseorang saksi meminta gantr bial'4 hal itu akan dianggarkan oleh

Hakim Komisaris berdasarkan ketentuan 1'ang akan ditetapkan kemudian

(Pasal 55).

It. Apabila seorarlg saksi tidak marllpu hadir berdasarkatr keterangall dokler.

Hakim Komisaris akan mendatangi tempal saksi berada (Pasal 56):

1 l. Apabila saksi berdomrsili di vurisdiksi peradilan negeri -v*ang lain. Hakim

Komrsaris akan mengirim rancangan pertant'aan kepada Hakim Komrsaris di

Pengadilan rnilar ah lempat tinggal saksi agar mereka tlirlengar keterangannva

(Pasal -58)t

12. Apabila keterangan 1'ang diberikan oleh seorang salsi dibarvah sumpah di

hadapan Hakim Komisaris diduga palsu. Hakim Komisaris membuat berita

acara dan dikirim kepada iaksa. Ia juga dapat memerintahkan penahanan

sementara lerhadap saksi tersebut (Pasal 61a).

13. Untuk mencegah pengulangan atau untuk mencegah pelarian. hakim

komisaris dapat memerintahkan penangkapan tersangka, alau bila ia telah

ditahan. dil anj utkan p enahanannl'a (P as al 62).

Dari uraran tersebut. dapat diketahui bahrva tugas dan wewenang Hakim

Komisaris di masa berlaku lleglament op cie fin't1/t'oert{ering (Sv) sangat luas dan

disertar hak untuk melakukan upa)'a paksa terhadap saksi maupun tersangka. Hal

ini dapat dipahami, sebab kedudukan jaksa sebagai hulpnagi.sn"nle -vang

melakukan penf idikan atas petunjuk dan pengarahan 1'ang diberikan oleh hakim.

Akan tetapi we\\'enang tersebut han--va berlangsung sebelum perkara dilimpahkan
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ke persidangan majelis hakrm pengadilan lang akan mengeluarkan putusatr

mengenai penghukuman atau pembebasar-r seorang terdaklva. 3e

Oleh karena itu. dapat dikatakan bahu,a lembaga Hakim Komisaris r,ang

btrlaku di masa Reglemcnt op clc Sn'al,aoerclerlrzg (Sl) merupakan lettrbaga

bersilat prelrio! )'ang memeriksa kelavakan sualu perkara diaiukan ke

persidangan. Sehingga diharapkan setiap perkara yarlg dia.f ukan ke persidangan

benar-benar didukung oleh bukti-bukti 1,nn* kuat dan mencegah agar orang )'ang

iidak bersalah dihukum.

.Akan tetapi, setelah diberlakukan Herziene lnclische Reglement (HfR)

dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941. istilah regter-commissttris tidak digunakan

lagi.a') dimana pada tahun 1980 konsep hakim komisaris telah diakomodir meniadi

konsep lembaga praperadilan.

Lembaga praperadilan vang terdapat di dalam KUHAP sebenarnl'a

identik dengan lembaga Stre trial vang terdapat di Arnerika Senkat t'ang

menerapkan prinsip Habecr.v (orpus 1'ang pada dasaml'a menielaskan bahli'a

didalam masl,arakat 1'ang beradab maka pemerinlah harus selalu menjamin hak

kemerdekaa,', seseotarg. 
o'

Prinsip dasar Habeas Corpus inilah 1'ang memberikan inspirasi untuk

menciptakan suatu foruni 1'ang memberikan hak dan kesempatan kepada

seseorang vang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdek&nnya

untuk mengadukan nasibnt'a sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari

tn o.c. Kaligis, Illirl, halarnan 396.
r0 Loebbl' Lcrqrnan, Op.Cit.,hala:ntan 47 .

41 
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tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (drvang middelen), bark

penangkapan. penahanan. penggeledahan- penritaan nlaupun pembuhaan surat-

surat rang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula

kEkuasaan lainnl'a.a2

2. Kebilokon Huktm sesutloh ter.jaclinlw K{ IHAP

Drtrryau dari aspek historis yuridis. Sejak berdirin.va Negara Hukum

Republik Indonesia- perundang-undangan hukum acara pidana )'ang berlaku di

Indonesia adalah hukum acara pidana n'arisan pemerintahan kolorual Belanda

\:ang terkenal dengan nama HIR (Het Herziene Inlandsch llegleruenl).

Sepeili lang telah kita kemukakan diatas. Ketentuan hukum acara pidana

1'ang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai dengan jiw.a dan c.ita-cla hr"rkum

yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila -vang merupakan sumber dari

segala sumber hukum dan penjabarannva telah dituangkan dalarn Pembukaan dan

Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan ULID 19,15 Negara Republik Indonesia

adalah |rlegara Hukum (rec:hts,stcrcrticot'tstitt.t.tionol,'.ttate) 1'ang menlunjung tinggi

Hak Asasi Manusia (HAM) serla menjamin segala warga negara bersamaan

kedudukannl'a didalam hukum dan pemerintahan, serta waiib menlunlung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinl'a.

Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana )'ang diatur dalam

HIR dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia- maka Pemerintah RI

bersama-sama DPR-RI berupal'a melakukan pembaharuan hukum acara pidana

" Aktar, M|, Pcrkuat Lernbaga Prapcraiiilan daripada Konsep Hakim Komisaris.

hllstuEaupncr$lzone.sltqcri411l\!jf.i19l2!:3.U l4t:i4qUa:1el!A!sa-Pi!p!t4{au:
dar:Airrll l'a1qq1.baL1tl_!C4U;411;- d iakses tang ga1 1 0 Agustus 2 0 1 2
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dengan mencabut HIR dan menggantikann)'a dengan Undang-undang Hukum

Acara Pidana dengan perumusan pasal-pasal dan a1'at-avat -rang rneniamrn

pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.a3 Dengan demikian

KUgap hadrr menggantikan Het Herziene Iniandsch lleglement (HIR) sebagai

pai'ung hukum acara di Indonesia.

Kehadiran KLTHAP dimaksudkan oleh pen,buat undang-undang untuk

'"mengoreksi" pengalaman praktek peradilan masa lalu vang tidak sejalan dengan

penegakan hak asasi manusia di trau,ah aluran HIR. sekaligus memberi legalisasi

hak asasi kepada tersangka atau terdalilva untuk membela kepentingannva di

dalam proses hukum. oo

KUHAP telah menggariskan aturan 1'ang melekatkan integritas harkat

harga diri kepada tersangka atau lerdakwa. dengan jalan memberi pensai hak-hak

1,ang sah kepada mereka. Pengakuan hukum vang tegas akan hak asasi vang

melekal pada diri mereka, dimana merupakan jaminan 1'ang menghindari n"rereka

dari perlal'uan se\venang-wenang. Misalnl'a KUHAP telah memben hak kepada

tersangka alau terdaku,a untuk segera mendapat "pemeriksaan" pada tingkat

pen-vidikan maupun putusan vang seadil-adilnva, juga memberi hak unluk

memp ero leh "b antuan hulium" p emeriksaan p engadilan.

Demikran juga mengenar "pembatasan" jangka x-aku setrap tingkat

pemeriksaan mulai dari tingkat penvidikan- penuntutan dan penangkapan dan

penahanan. ditentukan secara limitatil'bagi semua instansi dalam setiap tingkat

$ H\.{.4 Kullal, op.cit.. halarnan 253

" A. Samsan Nganro. Praktik Pencrapan KUIIAP dan I)erlindungan IIAM.
lrtry.ilariegaraord2r]9!ll]011(tipraktik:pqtrgrap;141ku!Ep-den-p"^rlindungan-lig{- diakses

tanggal l0 Agustus 20i2.
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pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan )'ang dikenakan"

u,ajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan dernikian tersangka atau

lerdakna maupun keluarga merekil akan mendapat kepaslian atas segala bentuk

tftdakan penegakan hukurn. lni sejaian dengan tujuan KUHAP sebagai sarana

pembarua-n hukum. 1,ang bermaksud hendair melenl'apkan kesengsaraan masa

lalu.

Lahimr.a hukum acara pidana nasional r,ang moderen sudah lama

didambakan oleh semua orang. Masl'arakat menghendaki hukum acara pidana

yang dapat memenuhi kebutuhan hukum maSr,,a1sfo1 1'ang sesuai dan selaras

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194-5. KLIFIAP boleh dikatakan

telah memba.ngkitkan oplimisme harapan -r,ang lebih baik dan manusiaui dalam

p el alisanaan penegakan hukum.

Dalam upa),a untuk menlamin agar kelentuan-ketentuan dalam KUHAP

tersetrut dapat terlaksana sebagaimana vang dicita-citakan. maka didalam KUHAP

dialur lembaga baru dengan nalna praperadilan sebagai pemberian \,ve\\lenang

tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemerrksaan lerhadap

kasus-kasus 1'ang berkaitan dengan penggunaan upaya palisa (penangkapan.

penahanan. penggeiedahan. penyitaan dan lain-lain) vang dilakukan oleh pen-vidik

dan penuntul umum.]'

Fungsi dan peranan praperadilan didalam KUHAP merupakan ikon

pembaharuan hukum acara pidana model Het Herziene lnlctncl.vch Reglement

(HIR). HIR tidak mengatur bagaimana seseorang tersangka seharusni'a dilindungi

45 Ir{A Kuffal, op.cit,halanar253
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dari proses pemeriksaan penr,idik ketika ditetapka:r sebagai tersangka. Penr.idik

tnetrurut HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai

peristina 1'ang melibatkan dirin1,3. dimana pengakuan tersangka merupakan salah

s6tu alal bukti utama dari alat bukli lainnva sehingga terbukli sering terladi

perlakuan -\'ang se\\'enang-\\'enang dan pen,valahgunaan \\:e\\,enang pemeriksa

clalam beberapa kasus tindak pidana.a6

Secara filosofi praperadilan ini merupakan suatu bentuk implementasi

respon masvarakat lerhadap langkah-langkah ),ang dilakukan oleh

negara/pemerintah. Dalam hal ini sistem peradilan pidana sebagai sarana bagi

masvarakat .vang dirugikan hak-haknva melakukan upaya hukum untuk

memperi uangkan keadi I an.

Lernbaga praperadilan lahir dari inspirasi l,ang bersumber dari adanl,a

hak Hsbeas Corpu,s dalam sistem peradilan Anglo Saron. r-ang memberikan

jaminan lundamental terhadap hali asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.aT

Hobect.v ('orptts Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat

perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat vang melakukan penahanan

atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahria penahanan lersebut adalah

tidak melanggar hukum (iiegal') atau tegasnr,,a benar-benar sah sesuai dengan

ketentuan hukum 1,ang berlaku. Hal inr untuk meniamin bahrva perampasan

ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakrn,a itu

'1t' Romll Atmasasrnita,

" A,1nan lluy-ung Nasution. Praperadilon [:S Ilctkim Komiscn.i.s ; l]eberapa Pemikir.an
Ilengenai Keheradaan &edrlan_r.,aJ4tp/r1111 ,lcgqlf14s.gg4SntCilUgn pcrul.lilan- r,,s - hakirn -
komisaris - beberapa - pemikiran - mengenai kcberadaan - keduanr,a. drakses tanggal 25 Mei
2t))2
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benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketenluan hukum yang berlaku maupun

.janrinan lrak-lrak asasi nranusia.

Surat perinlah Httheas Corpu",s ini dikeluarkan oleh pengadilan pada

pililrk r,'ang sedang menahan (polisi atau -iaksa) melalui prosedur vang sedethana

langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunatrian oleh siapapun. Bunvi surat

perintah Hcrbctts Corpus (the wrtt of hubecrs crtrpu.t) adalah sebagai berikut. "Si

tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara *,ajib memba*,a orang itu di

depan pengadilan serla watib menunjukan alasan )'ang menvebabkan

penahanannva".

Sural perintah pengadilan l'ang berrsikan hak Habeas Corpus tersebut

tidak hanva dituiukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses

peradilan pidana saja. namun .iuga lerhadap segala benluk penahanan i'ang

dianggap lelah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang 1'ang telah diiamin

oleh kons1i1usr.a8 Dalam perkembangannva surat perintah Habeas Corpus meniadi

salah salu alat pengauasan sefta perbaikan terhadap proses pidana baik di trngakat

t'ederal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Namun demikian. bila dilihal ada lerdapat beberapa perbedaan mendasar

antara ltctbau,s corpLt,\ dengan lembaga praperadilan. vaitu.ae

1 Pada praperadilan. hakim t'ang mengadili perkara praperadilan

memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan- sedangkan hobecrs

corplt.t- hakrm vang memenksa adalah hakrm di pengadilan dalam sidang

biasa.

a8 lrdira Wtiet, Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie,
htip:/ione indoskripsi._com/node110.432, diakses tanggal 1 0 Agustus 201 2.

ae Loebby Loqman, Op. Cit.,halaman 56.
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?. Dalam praperadilan. keuenangann\a terbatas pada menguii keabsahan

sualu penatrgkapan dan penahanart )'ang dilakukan sehubungan dengan

uparya paksa dalam hukum acara ptdana sedangkan hobea.y corpus. lebih

* 
luas dalam arti permotronan dikeluarkannl'a sural perintah ltcrbeas corpLt.e

dituiukan kepada instansi manapun 1'ang melakukan penangkapan dan

penahanan.

Apabila dibandingkan hukum komisaris dengan praperadilan ]'eng

terdapat didalam KL,TfAP. maka nampak bahla praperadilan mempunval hrngst

hanya sebagal exuminating, .1uc{ge. karena praperadilan han}'a memeril:sa sah

tidaknl'a suatu penangkapan serta sah tidaknya sualu penahanan. Serta

praperadilan sebagai exarn!ncttittg .1udge juga secara formil hanl'a terbatas pada

sebagian dari upara paksa saja 1,akni penangkapan dan penahanan saja sedangkan

perihal upa)'a paksa lainnl,a tidak diatur secara jelas didapat dalam pengaturan

praperaclilan cli K UHAP. 
50

Faklor-faktutr 1tenlsfiilb terjadin.ltu kegagalan ltenwlutn pruperodilan

daluat proses hukum perkora pidana di Pengudilan.

Substansi Hukum {Legal Suhstance)

Substansi hukum adalah aturan. norma. dan pola perilaku tllanusia lang

dalam sislem. Subslansr iuga berarti produk vang berupa kepulusan atau

B

1.

ada

5a lbid,halamut 48.
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aturan (peraturan perundang-undangan) -r,ang dihasilkan oleh orang-orang I ang

berada dalam sistem lersebut.51

Substansi hukum menl'angkut peraturan perundang-undangan )'ang

berTatriu,vang rnemiliki kekuatan 1'ang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat

penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mecakup keputusan ,vang

mereka keluarkan. aturan baru 1'ang mereka susun.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum 1'ang dibuat

oleh inslilusi negara dengan lujuan dan alasan terienlu. Tujuan dan alasan

dibenluknl.a suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum

(legctl poticy). Dalam pembualan peratur:u perunclang-undangan peran polidk

hukum sangat penting. Pertarns. sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan

peraturan perundang-undangan. dut keclutt- unluk menentukan apa 1'ang al'an

diterjemahkan melalur rumusan pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan

peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan

jembatan antara politik hukum vang ditetapkan dengan implernenlasi peraturan

perundang-undangan 1'ang dibuat. 
52

Meskipun telah banl-ak peraturan perundang-undangan 1'ang dibuat, akan

tetapi masvarakat menilai undang-undang ),ang ada tidak berpihak atau

n-relindungi kepentingan mereka, sehingga undang-undang )'ang dibuat belum

mencerminkan efektil-rtasn-t'a sama sekaii. karena substansin-r'a terlalu simbolik

tanpa tujuan inslrumental. Perumusan peraluran perundang-undangan -r'ang tidak

'' I-arr.cnce M. lriedmaru^t.7he Legal ^\)',slent" '4 '\rtc'ial '\ciettce Perspecfive" (.New

York: Russel Sage Fourdalion, 1975), halaman 1'1.
it Hikrnahanto Jrinana, "Politik Htrkr,tm t,tLj lJitlang Ekttrtttrtti di Intlttnesia ", dalarn

(iagasan dan Pemikiran l'entang Pcrnbannn Ilukurn Nasional, Vol. II Departenren Kehakiuan dan

HAlvl 11I, Jakarta. 2001, halaman 1.
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jelas mengakrbatkan sulitnr,a pelaksanaan di lapangan. bahkan banl.ak vang

menimbulkan interpretasi vang berrnuara pada inkonsistensi. Seringkali substansi

peraturan perundang-undangan tidali mencerminkan keseimbangan antara hak dan

keivaliban. keseimbangan antara hak indir.idual dan hak sosial ataupun pluralisrne

d alam b erb agai hal serta tid.ak r e.t po ns i /' ge rul e r .5 
3

Substansi dari peraturan perundang-undangan dalam lembaga

praperadilan sebagaimana )rang terdapat di KUFIAP sesungguhnva untuk

memantapkan penga\\iasan lerhadap praktek pemeriksaan terhadap pidana.

khususnva pemenksaan pada tingkat pen1,'idikan dan penuntutan.

Dalam hal ini substansi adanr,a gugatan praperadilan bukanlah

perlananan antara dua piliaVinpersonal l'ang berkepentingan. tapi sebagai

perlau'anan "hukum" untuk menguii sah tidaknya upal,a pa"l'sa 1.ang dilakukan

oleh penvidik atau penuntut umum sebagai arah menuiu keprofusionalisme

masing-masing pihak (aparuI penegak hukum) dalam rnenegalikan hukum dan

melindungi hak asasi tersangka.5r

Maksud praperadilan vang hendak ditegakkan dan dilindungi adalah

tegaknr,,a hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan

penvidikan dan penuntutan. Sehingga demi terlaksananl,a pemeriksaan tindak

pidana maha undang-undang memberi ker.,enangan kepada pent'idik atau

penuntul umum untuk melakukan tindakan upa-y-a paksa berupa penangkapan,

penahanan, penvitaan dan penghentian penvidikan alau penghentran penuntutan.

:3 Chaerudin. dktr;.,S'fzlegi Pencegahan & Penegakan Hulunt Titttltrk Pitlano Konrpsi,
i))andung: Rcllha Aditama. 2008).,lnrrmul 60.t' 

l.lssensi prapcradiian.

bLg/l\."\".k.co. +jfd:X1_,tf_LQtS&rltry:aq:+2. diakscs tanggal 1t) Agustus 2012.
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Tindakan upa)'a paksa vang dilakukan penr-idik atau penuntut umum

merupakan pengurangan dan pernbatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka"

sehingga tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung ja*ab menurut

kdTentuan hukum dan undang-undang vang berlaku (clt,Le proces,t ol lcu)

Tindakan upaya paksa y'ang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-

undang merupakan perkosaan terhadap hak zrsasi tersangka.

Pada hakektlnva setiap upa\'a paksa (enlbrcement) dalam penegakan

hukum mengandung nilai hak asasi manusla \ang sangat asasi, karenanr.a harus

dilindungi dengan seksama dan hati-hati sehrngga perampasan atasn_va harus

sesuai dengan cara vang berlaku (due proces.r) dan hukum vang berlaku Qlue to

lav;).

Ada beberapa hal di dalam KUHAP 'ang dianggap kurang elbktif

dilaksanakan sehingga menl'ebabkan kegagalan pemohon dalam praperadilan

1'aitu:55

a. Sistem kontrol 3'ang lemah lerhadap peni.idik dar penuntut umurn dalam

melakukan p en-v--rdi kan d an p enuntutan.

Dimana lemahnt'a sistem kontrol 1'ang selama dilaksanakan melalui

lembaga praperadilan --vaitu untuk menguji sah tidaknva penangkapan. penahanan

dan penghentian penf idikan dan penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganva alau pihak lain atas kuasanva vang

perkaranl'a tidak dia;ukan ke pengadilan.56

55 Bripiien. I']cii. DR RM. Panggabean, SH.. MH. Op. Cir.. halaman 9
55 Pasal 1 butir 10 KUHN).1o Pasal 77 s.d Pasai g: t<UltAt,
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Bant,ak ].ang berpendapat lembaga praperadilan ini kurang efektif-

sebagai sarana kontrol terhadap upaya penindakan -vang dilakukan oleh peryidik

dan penuntut umum. karena:

- 1. hanl'a !'arig dipersoalkan rnasalah fortnal adrninistratif di bidang

penvidikan 1'ang terkait dengan pelaksanaan upa)'a paksa.

eksislensi lembaga praperadilm selama ini adalah pasii 1'aitu menunggu

permohonan dan disampaikan oleh pemohon hanl'a terkait dengan

kebenaran formil saja. patltrhal banvak masvarakat vang kurang paham

dengan prosedur pengaiuan permohonan praperadilan sebagai

representasi perlindungan HAM.

sering dilakukan sebagai rekar,asa baik antara hakim dengan pemohon

alau kuasanya maupun 'anl'ara penvidik dengan hakim maupun u:,tara

penuntut umum dengan hakim.

b. Bolak balik perkara (ketentuan dalam KUHAP lidak dipenuhi).

Bolak-balik perkara tidak diatur dalam KUHAP. penr erahan perkara dari

penyidik kepada penuntul umum har-r1'a salu kali. namun dalam praktek

dilaksanakan beberapa kali. maka disini vang rugi adalah para pencari keadilan

(iu.s,ticiable). Alasan 1,ang disampaikan oleh penl,idik maupun penuntut umum

aclalah penuntut umum tidaii mau membar,va perkara ke persidangan apabila tidak

kual bukti-buktinva. Sedangkan alasan vang dikemukakan penvidik adalah bahrva

sebenarnya bukti-bukti yang diminta oleh penuntut umum sudah lengkap han--va

saj a penuntut umumnr,'a 1'ang k urang memp erhati kan/membaca.

2.

1
J.
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Jadi rlisini ada tolak-menolak kepentingan ,r'ang kurang sehat diantara

kedua unsur penegak hukurn ini. lebih-lebih kaiau terdapat saling keberpihakan

yang bertolak belakang kepada pelapor atau kepada tersangka. Padahal prinsip

1.arig tetah ditekankan dalam KUHAP 1'ang intinl'a telatr ada pernbidallgall fungsi

tugas dan \\,e\yenang" dan tidak boleh ada elemen-elemen vang merasakan lebih

penting dari elemen 1,ang lainnya. bahkan jangan sampai ada yang beranggapan

bahiva satu elemen merupakan sub-ordinasi dari elemen lainnva. karena sifat

sislem \,ang terintegrasi haruslah saling mendukung dan menglsi kekurangan 1'ang

satu. lndikasi ini menunjukkan ketiadaan koordinasi 1'ang kurang baik antara

penuntut umum dengan penf idik Polri.

c. Belum ada pembatasan wat-tu penl'elesaian perkara pada seliap tingkat

pemeriksaan.

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas tenggang lvaktu untuk

menyelesaikan suatu perkara baik dalam proses penridikan. penunlutan dan

pemeriksaan di persidangan pengadilan. Batasan \Iang ada adalah jargka uaklu

penal-ianan lang diberikan terlampaui. maka tersangka alau terdakrva harus ada

konsekrvensijuridis bagi penl.idik atau penuntut umum atau hakim.

d. Pasal-pasal multitalsir

Ada beberapa ketentuan ,r,ang sering menimbulkan multital'sir. berakibat

menimbulkan masalah dikalangan pencari keadilan. antara lain.
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l. Pengertian dalam "keadaan mendesak" )'ang mengakibatkan penl'idik

melakukan upaya paksa berupa melakukan penggeledahan dan penvitaan

tanpa ada tzrn dan Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan alasan sangat

* rnendesak. berakibat tnendapal protes dari pihak vang dirugikan dan

akibatni'a diaj ukan ke Praperadilan.

2. "Buktr permulaan 1'ang cukup'-, tidak jelas batasannya sehingga

rnenimbulkan salah tangkap dan berpengaruh pada penahanan'

3. "Mengenai tertangkap tangan", )'ang diariikan sebagai perbuaian

"tertangkapn\ra seseorang pada ivaklu sedang melakukan tindali pidana atau

segera selelah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat ken-rudian

ditemukan. dst" untuk penangkapan dalam keadaan lerlangkap tangan tidak

diperlukan adanl,a surat perintah, ).ang dipentrngkan segera petugas

menverahkan tersangka dan barang bukti ke penf idik atau penvidik

pembantu setempat. Namun dalam keadaan tertangkap tangan sering

dilakukan penangkapan dengan tnengeiuarkan surat perinlah penangkapan.

Kalau dalam hal lertangkap langan masih diberikan surat perintah

penangkapan. maka meniadi tidak ada bedanl'a dengan perbuatan pidana

biasa (diiuar tertangkap tangan).

Selain itu KUHAP memiliki kelemahan dalam hal praperadilan oleh

pihak ketiga ),ang berkepentingan terhadap penghentian penvidikan atau

penghentian penuntur.an. Dalam Pasal ttO UU No. B Tahun l gtt I dinl'atakan bahrva

. permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknva suatu penghentian penvidikan

atau penuntutan dapat diaiukan oleh penfidik atau penuntut umum atau pihak
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ketiga r,ang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menvebutkan

alasannl'a.

Pihak ketiga ).ang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 KLTHAP tidak

ditdrangkan siapa pihak ketiga tersebut. Dalarn ketentuan praperadilan 1'ang dapal

mengajukan praperadilan adalah tersangka- keluarganl'a atau kuasani'a. penyidik-

penuntut umum dzur pihtrk ketiga.57 Tersangka atau keluargan)'a jelas tidali

mungkin akan mengajukan praperadilan atas penghentian penunlutan tersebut

karena mereka juslru diuntungkan.

Menurut M. Yah1.a Harahap. secare umum pihak ketiga ,vang

berkepentingan clalam pemeriksaan perkara pidana. ialah saksi 1'ang menladi

korban dalam peristru'a pidana 1.ang bersangkutan )'ang paling berkepentingan

dalam pemeriksaan iindak pidana. Maka. 1'ang dimaksud dengan pihak ketiga

1'ang berkepentingan dalam tindakan penghenlian penvidikan ialah saksi 1'ang

langsung menjadi korban dalam peristirva pidana. Dengan rlemikian. saksi

korbanlah 1,ang Lrerhak mengalukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau

lidaknla penghentian penvidikan ke praperadilan. Dengan diberikan hak liepada

saksi, penga\\,asan tenlang sah atau tidaknl'a penghentian telah dilapisi undang-

undang.58

2. Struktur Hukum (Legil Structure)

iVlenurut Lanrence M. Friedmann. struklur hukum (legal structLtre)

merupakan kerangka berl-rkrr ]'al1g memberikan definlsi dan bentuk' bagi

tt Pasal 79-80 Utl No. 8 Tahun 1981.
tt M. Yahr'" Harahap, Op. ('it., halauran 9.

-rrillr[]ilr]lll[IlllilflfltTflTfififltnffiffiTtTii]- 
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bekerlanr.a sistem 1'ang ada dengan batasan 1'ang telah ditentukan. Jadi struklur

hukurn dapat dikatakan sebagai institusi vang menjalankan petregakan hukum

dengan segala proses 1'ang acla didalamn-"-a.tn Dalam sistem peradilan pidana

(cYiminal justice s1'stem)^ didalam struktur hukum (legal struclure) )'ang

menjalankan proses peradrlan pidana adalah kepolisian, kejaksaan. kehakiman.

dan lembaga pemaslarakatan dalam hal ini disebut sebagai aparat penegak

hukum

Dalam rangka meningkatkan elektivitas penegakan hukum.

penvempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai

dengan tugas- fungsi- dan lt,eu,enang masing-masing harus dipercepat penrngkatan

kemampuann_va maupun kelr,ibau'aan peradilan disertar upa)'a untuk membina

sikap aparal penegak hukum sebagai penga]'om abdi negara dan abdi masYarakat

1,ang memiliki keahlian, 1ujur, tegas. adil. bersih dan beribarva. Hal ini perlu

dilakukan untuk menepis persepsi masr arakat bahrva belum elektilnva penegakan

hukum di Indonesia tidak terlepas dari kineqia dan sikap penegakan hukum.

Aparat penegak hukum 1,.ang diharapkan dapat melaksanakan tugasnva secala

profesional dan penuh tanggung jan'ab diterapkan sebagai alat kekuasaan.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan banvakn--va ditemukan aparal penegak hukum

yang terlibat dalani berbagai kasus vang menonjol adalah iuclicio! corruption \;ang

rnelahrikan "malja peradi lan"''i"

5s Lawrence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective, Q{ew
York: Russel Sage Fourdation,7915)" halaman 14.

60 Chaerudirl Op. Cit.,halanart 62
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Praperadilan merupakan salah satu keu,enangan pengadilan Secara

horizontal atas penerapan upa,va paksa oleh polisi dan jaksa rneliputi6l .

1. Sah atau lidaknva penangkapan. penahanan. penghentian penfidikan

- atau penghentian penuntuian (kecuali terhadap penl'ampingan perkara

untuk kepenlingan umum oleh Jaksa Agung).

2. Ganli kerugian dan atau rehabiiitasi bagi seseorang y'ang perkara

pidenanl,a dihentikan pada tingkal peryidikan atau penuntutan (Pasal 77

KUHAP)

3 Sah atau trdaknva benda 1'ang disita sebagai alal pembuktian (Pasal tt2

aval I dan3KUHAP).

4. Tuntulan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli u'arisnva atas

penangkapan atau penahanan serta trnflakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengettli orxng atau

hukum .vang diterapkan f,iurg perkaranl'a tidak diaiukan ke Pengadilan

Negeri (Pasal 95 a1'at 2 KUHAP).

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan

tanpa alasan vang berdasarkan undang-unda.ng atau kekelrruan mengenai

orang atau hukum 1,ang ditetapkan 1,ang perkaranr,a tidak diajukan ke

Pengadilan Negeri (Pasal 97 a1'a1 3 KUHAP).

Upa1,a paksa dalam KUHAP berkaitan erat dengan trndakan penf idikan

dan penuntuian oleh aparal pen;-idik dan penunlut umum. sebagai berikut:62

61 Luhut M.P. Pangaribuan, Op. Cit.,halanan 4
62 o.C. Kaligrs, Op. Cit.,ha\aman376.
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I Penr,idikan adalah serangkaian lindakan penf idik dalam hal dan menurut

cara )'ang diatur dalarn KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan

buL1i. 1,ang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak prdana 1,ang

" terjadi guna menetnukatr tersatrgkanva.6s

2. Pen-r,idik ]iang niengetahui- menerima laporan atau pengaduan tentang

1erjadinl'a suatu perisliua vang palut diduga merupakan tindak pidana

i,vaj ib segera melakukan penr-ici i kan 1'ang d ip erlukan. 
6a

3. Tindakan peni'idik dalam melakukan penvidikan harus memperhatikan

tata cara pemanggilan dan tata cara pemeriksaan berdasarkan hukum

yang berlaku karena bersinggungan dengan hak asasi orang vang disidik.

Namun dalam kenvataannr,a- banl'ak penfidik atau penuntut umum

dalam hal melakukan penangkapan dan atau penahan tidak sesuai dari prosedur

1,'ang sebagaimana meslinl'a _vang diterapkan dalam KUHAP. Dalam realitanva.

ban1,akn1'a penangkapan. penahanan dan penggeledahan 1'ang dilakukan aparat

penegak hukum tidak diserlai dengan sural penangkapan dan penahanan vang

sebagai mestin--va. surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan terdakua

datang belakangan setelah terdaku,a di tangkap terlebih dahulu. Namun. didalam

persidangan hal tersebut sulit untuk dibuktrkan, karena didalam alat bukti surat

penangkapan dar-r penahanan seorang tersangka sesuai dengan tanggal seorang

tersangka lersebut ditangkap atau dttahan.

Dalan-i hal penghentian penvidikan dan penuntutan dalarlr perkara pidana

kebanvakan 1'ang masuk kepengadilan negeri medan 1'aitu mengenai SP3 (Surat

6r l'asai 1 butrr 2 KUTLAP
t"] l'asal 106 K{.illAl)

66

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pernberitahuan Penghentian Penvidikan) lang dikeluarkan oleh penf idik atau

penuntut umum. Dalam hal demikian apabila SP3 mau dibukakan kernbali maka

penuntut umum harus mempun-vai bukti baru (.ttow.on) dan apabila penunlut umum

tidak dapat rnencari atau rnenemukan bukti baru (novlurt) maka seorallg hakim

berhak menvatakan bahlr'a SP3 tersebut sah. Serta Sp3 dapat dibuka kernbali

apabila adan,va gugatan pihak ketiga ,y-ang berhubungan dengan pemohon untuk

kiranya dibuka kembali. Seperti misalnva dalam kasus bibit-chaxdra, dimana

semula penuntut umum telah mengeluarkan SP3 dengan aiasan psikologis

masyarakat" namun didalam hukum, lata tidak mengenal alasan psikologis untuk

meng SP3 kan seseorang. sehingga disini jelas jaksa tersebut keliru.

Dalam hal ini penvidik atau penuntut umum telah diberikan hak untuk

meminta pemeriksaan mengenai sah atau lrdaknt'a pengheniian penuntutan dalam

hal apabila:65

a. Tidak terdapat bukti. dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah

vang cukup. Artin,va alat-alat bukti seperti 1,ang dimaksud dalam Pasal 184

ayat (l) KUHAP vaitu keterangan saksi. keterangan ahli. surat" petunjuk.

dan keterangan terdaklra- tidak dipenuhi ataupun alat-alal bukti minimum

dari tindak pidana tersebut tidak dapat diiumpai, ditemukan dan tidak

tercapai.

b. Tindakan 1,ang dilakukan oleh tersangka atau terdakrva i1u temvata bukan

merupakan tindak pidana. ar1in1'a bahiva dimana penfidik berpendapat.

perislirva 1'ang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian

"'P.A.F'. Lamintang dan Theo Larnintang, Op.Cit.. halaman 225.
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secara nyata bah$'a peristr$'a itu bukanlah suatu tindah pidana. maka

penf idik kemudian menghentikan penvidikan atas peristilva tersebut.

c. Penvidikan atau penuntutan itu memang perlu dihentikan demr hukurn,

* dalam hai ini disebabkan karena berdasarkan undang-undarlg merlrang tidak

dapat dilanjutkan peristin'a hukum tersebut. misalnva dalam hal ini antara

lain tersangka meninggal rlunia. terdakrva sakrt jiu,a- peristiu a lersebut lelah

diputus dan memrliki kekualan hukum tetap. peristi*,a hukum tersebut telah

kadaluarsa.

Dengan memeriksa permintaan dari penr,idik atau penuntut ufilum.

pengadilan akan mengetahui apakah alasan-alasan )'ang telah dipakai sudah tepal

atau tidak. Jilia alasan tersebul ternvata tidak lepat" pengadilan akan menetapkan

penghentian penvidikan alau penuntutan adalah tidak sah dengan mengemukakan

alasan-alasann1,a. Dari alasan-alasan tersebul peq,idik atau penuntut umum dapat

mengetahui kekurangan mereka turtuk melanjutkan kembali peny'idikan atau

penuntutan vang telah berhenti untuk sementara n'aktu.

NIenurut L.P.Pangaribuan"66 hambaian vang timbul vang menr,ebabkan

kegagalan pemohon dalam praperadilan di PN medan yaitu kurangnva bukti 1'ang

diajukan pihak pemohon ser-ta gugatan praperadilan kebanvakan \iang ngawur

dalam arti secara umum kebanvakan pemohon melakukan praperadilan materinl'a

tidak menl.etuh obiek praperadilan dimana kebanlakan larinva ke maleri/pokok

perkara- sementara kasus vang masuk ke praperadilan adalah men-eenai sah atau

tidaknl,a penangkapan, penahanan. penghenlian penvidikan atau penuntutan.

"" Wau'ancara dcngan L l'.Pangaribuan, llakim di Pengadilan Negeri Medan, pada hari
Karnis- 18 Agustus 2()12.
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Sedangkan menurut Sacipto6T" sebenamr,'a seorang pemohon dalam melakukan

praperadilan tidak pemah gagal- hanva saja prosedur vang dilakukan pihak

kepolisian pada saat itu adalah benar dan jelas sehingga pada saat melakukan

$ugatan di persidangan. hakim memutuskan benar

Selanjulnl,a menurut I-.P.Pangaribuan"68 untuk membuktikan sah

tidaknl'a penangkapan atan penahanan sangat sulit. sehingga disinr sulit untuk

membuktikan kebenaran I ang hakiki. Misalnr.a dalam praktek pada saat

penangkapan atau penahanan tidak disefiai dengan surat perintah penahanan alau

penangkapan namun surat datang belakangan sedangkan dalam persidangan

tanggal penl'erahan surat sesuai dengan tanggal terdallva drtangkap/ditahan

sehingga hakim dalam memutuskan sesuai dengan prosedur dan bukti 1'ang ada."

Apabila kita amati. maka kebanvakan kasus praperadilan jarang sekali

dimenangkan oleh pemohon karena pemohon tidak mampu membuktikan dalil-

dalil gugatan praperadilan itu. apakah penangkapan dan penahanan tersebut sesuai

atau tidak sesuai dengan prosedur vang sebagaimana mestinla

3. Kultur hukum

Selama ini hukum telah dipahami oleh bangsa Indonesia sebagai produk

ideologi belaka" akibatnr,a hukumnva hanl'a menjadi alal ,stcrtus cplo bagi

penguasa. Mengembalikan hukum sebagai produk kebudar,aan harus diupa,vakan

dengan cara menegakkan budal'a hukum (legal utlture) dalam seluruh prilaku

ut \\rar.'ancara dcngan Sacipto, ['olisi parla Kepolisian Kota IJcsar N4eclan clan
Sekitamya. pada l'rari ltabu, 10 Agustus 2012.

un Wau'ancant dengan L.P.Pangaribuan. Hakirn di I']engadilan Negeri Medan. pacla hari
K:rnls, 18 Agustr-is 2012.
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berbangsa dan bernegara. Budaya hukum vang harus ditumbuhkan adalah budal'a

hukr"un ]'ang lahir dari kandungan ekspresi bangsa ini. ],ang merupakan

penrujudan dari nilai-ni1ai sebagai dasar pr.jakan dalam berbangsa dan bemegara.

* 
Kebudal,aan hukum pada dasarnva rnencakup nilai-nilar vang mendasari

hukum 1,ang berlaku, nilai-nilai vang merupakan konsep abstrak mengenai apa

)ang baik dan buruk. Kegagalan daiam penegakan huhum akan selaiu

dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum

\ arlg merupakan pencerminan dari hukum sebagai struklur maupun proses.

Istilah kullur hukum digunakan untuk rnenunjukkan tradisi hukum 1,ang

mengatur kehidupan suatu masvarakal hukum. Dalam maslarakat hukum -vang

sederhana. kehidupan mavarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis. persamaan

kepentingan elan kesadaran- sehingga masvarakat lebih men\rerupai suatu keluarga

besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak te(ulis. Bentuk hukum ini dikenal

sebagai hukum trdak tertulis (ttnwritten lctw,j.6e Adapun karakteristik buciava

hukum tida[. tertulis r ailu

l. Hukum tidak tertulis

2. Senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis

rulggota masvarakat hukum setempat.

3. Senantiasa mempertrmbangkan perasaan hukum, rasa keadilan clan rasa

butuh hukum masar,'arakat.

4. dibentuk dan diberlakukan oleh masvarakat tempat hukum itu hendak

diberlakukan.

6e Lili Ras.iidi dan I.B. Wyasa Prrtra. Hrrktnn Sebagai Suatu Sii,slem. (l3andung: Remaja

l{osdakarva, i9931, halzinan 108.
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5 Pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan.

Sedangkan budal'a hukurn tertulis dianut oletr masyarakat Eropa

Kontinental dan bangsa perarcis yang karakleristik budal,a hukum tertulis ini

[dalah:

l. hukum dibentuk oleh suatu badan pembentuk hukum _r,aitu badan

legislatif atau badan lain vang menvelenggarakan fungsi itu:

2. hukum hasil bentukan rtu berbentul: tertulis:

3. peran masyarakat dalam pembentukan hukum iiu sangal ditentukan oleh

bentuk negara alau pemerintahan tempat hukum itu dikenal.

4. hukum i1u cenderung merupakan hasil keria dari sekelompok orang alau

penguasa:

5. cenderung kaku. 1e1api pasli. menjamrn liepastian:

6. hakim hanl'a berfungsi sebagai pen\,uara Undang-Undang.

Fada mulanya, budal'a masvarakat hukum Indonesia adalah budal'a

hukum tidak tertulis (r.t.nwriilen luw) atau budava hukum vang hidup. tumbuh da..l

berkembang didalam masvarakat (living /rlw). Budar.a hukum ini hidup dalam

setiap kesatuan kecil masvarakat hukum indonesia. sehingga secara keseluruhiu'l

budal'a hukum masvarakat Indonesia adalah buda-va hukum liiing larv. Tetapi

dalam perkembangannlra kemudian, masvarakat hukum Indonesia luga terbiasa

dengan buda,va hukum tertulis. y'ang pada dasaml'a merupakan konsekuensi dari

proses kolonialisme di Indonesia.

iVlenurul Lau,rence M. Friedman, kultur hukum merupakan keseluruhan

sikap dari masvaraliat dan sistem nilar 1.ang ada dalam mas_r,arakat r.ang akan
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menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.'u

Buda-va hukum (legal urlture) merupakan sebagai buda1,-a masvarakat Anglo -

saxon vang kemudian di transformasi ke dalam bentuk hukum kebiasaan

{tustonxory lttw) atau kebiasaan hukum (legol custom^s\.

Dalam perkembangan budal'a hukum anglo saxon menjadi tradisi

common lar.r'- sedangkan huklrm kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam

masl'arakat sederhana. Kebiasaan hukum merupahan aturan vang tidak terbentuk

oleh legislatif alau hakim, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat

oleh sanksi 1'ang bersilat kebiasaan 1'ang telah berkembang lama.Tl

Menurut Daniel s. Lev dalam arliLelnva berjudul .Iudiciol Insiln.rtion.s

orul Legal CttltLrre in htdone.sia (1{)72)72. dikalakan bahiva konsepsi budal.a

hukum menunjuk pada nilai-nilai vang berkaitan dengan hukum (.uthstttnsi) dan

proses hukurn (hukum aiektifi. Budava hukum tersebut pada hakikatnva

mencakup dua kompone.n pokok 1'ang saling berkaitan. t'akni nilai-nilai hukum

s ubs tansif dan nilai-nilai hukum aj ektif (vang bersi fat prosedural).

Nilai-nilai hukum substansif berisikan asumsi-asumsi lundamental

mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masl'arakat, hal-hal

vang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnva. Sedangkan nilai-

nilai hulium aieklil mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan

konflik yang terjadi dalam masvarakat 1,'ang bersangkutan. Persoalan budaya

" l,r rrrence M. l.'riedrnanr-r,O p. C i t.,hhtt 8.
r1 Lili Rasiidi, Hukum, Op.Cit., halaman 108.
'r Yesmil Aluar, Saal l.Ientn.i Ke.lahatan Sehnh Pendekalon So,sidttlnrrai,

Kriminologi, Iltrld.ntt. don Il-1t\,1, ll3ardung: Rehka Aditarna. 2009), hiilarnan 3()9.
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hukum eral kaitann)'a dengan etika dan moral masl.arakat serta penegak hukum

dalam memandang suatu peralurall atau ketentuan vang ada.

Lembaga praperadilan tampaknr,a berum bisa rnenerobos budal,a hukum

ir-g o.lu vaitu hubungan erat antar penegak hukum t,ang telah terbrna sejak lama

1'aitu semeniak zaman HIR Hal ini dapat clilihat dalam 5 tahun terakhir ini.

ban-vaknva perkara praperadilan ),ang hampir .jarang sama sekali rlimenangkan

oleh pihak pemohon. Seperti 1,ang kita ketahui. bahr,,a kasus praperadilan 1.ang

masuk di pengadilan negeri medan tentunva disebabkan oleh pelanggaran

penerapan peraturan 1'ang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagai bagian

dari perlindungan hak asasi manusia. hal ini dapal <lilihat parla label berikut ini:

Tabel I

Jumlah Perkara Praperadilan Tahun 2005 s/d 2009
Pada Pengadilan Negeri Medan

Sumber . Pengadilan Negeri Medan

Bila dianalisis berbagai kasus r,ang masuk tersebul lebih bany.ak vang

ditolak atau gugur. sehingga dalam hal ini eksistensi Iembaga praperadilan dalam

proses hukum perkara prdana masih belum elektif sebagaimana \rang diharapkan.

No Tahun
Jumlah

Perkara
Dicabul Ditolak Gugur

Tidali

Dapat

Dlterima

Diterinra Drterima
Sebagran

Tanpa

keterangan

I 2005 19 I 10 6 1 I
2 2006 39 6 l(t 8 I B
J 2007 29 2 L4 2 5 1 J 2
4 2008 20 I 1 6 J I -5

5 20Ct9 50 2 3tt 8 1 I

t)
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Hal ini dapat dilihat dalarn kurun lra.l'tu 5 tahun terakhrr ini. kasus praperadilan

yang diterima oleh pengadilan tregeri medan harya 5 perkara atau dengan kata

lain hanya I (satu) perkara praperadilan setiap tahunn),a. Sedangkan )rang diterima

sEbagran berjumlah 3 perkara. Sementara iiu gugrtan praperadilan vang ditolak

sebanyak 82 perkara. Perkara dini,-atakan gugur seban-vak 30 perkara. Perkara

trdak dapat cliterima sebanl,ak 9 perkara, dan selebihnva gugatan dicabut 12

perkara. Serta masih terdapal l(r perkara lanpa keterangan.

Dari tabel dialas. ielas bahrva masih lemahnva lembaga praperadilan

dalam perlindungan hak asasi tersangka dalam tindakan upa).a paksa 1,ang

dilakukan oleh penvidik alau penunlul umum. Kondisi seperti ini sudah menjadi

budal'a hukum didalam masvarakat drmana kebam,akan masvarakat menilai

baht'a kasus praperadilan l ang masuk di pengadilan i1u seialu kalah. sehingga

masl'arakat pisimis terhadap Iembaga praperadilan ini.

Kondisi ini tidak terlepas dan budaya hukum aparal penegak hukum.

khususnva hakim 1'ang lebih cenderung berpihak kepada pem idik daripada

rnelindungi hak-hak lersangka atau terdakn a. padahal hakim mempunyai

kekuasaan merdeka dalam legal reasonlmg. Hakirn, khususn\.a dalam menangani

perkara praperadilan masih belum mampu menggali hukum vang hidup dan

berlaliu didalam masl'arakat. Dengan kata lain hakim masih dominan sebagai

corong hukum positifltertulis.
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C. (lpttJ,o Hnkum Pidana Terhadup Ptttusan Praperudilutt

Hukum acara pidana ) ang beriaku di Indonesia mengenal adanva 2 (.daa)

upal'a hukum ),aitu upala hukum biasa dan upa] a hukum luar biasa. Upa1,a

htrkurn biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalarn Bab XVII KUHAP.

sedangkan upa)'a hukurn luar biasa r,ailu kasasi demi l.:epentingan hukum dan

peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

Dalam hal putusan praperadilan dapat atau tidaknl'a diajukan upa)'a

hukum drjelaskan clalam Pasal 83 KUHAP- r'ang bunr in1,a:

l) Terhadap pulusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79. ftO dan Bl KLIHAP tidak dapat dimintakan banding:

2) Diliecuahkan dari ketenluan al at ( I ) adalah putusan praperadilan vang

menelapkan tidak sahnl a penghentian penl'rdikan alau penuntutan yang

untuk itu dapal dimintakan p.ulusan akhir ke Pengadrlan Tinggi dalam

dtrerah hukum 1'ang bersangkutan.

Dalam Pasal 83 KUHAP. nampaklah bahna pada prinsipn\.a putusan

praperadilan tidak dapat dimintakan upa)'a-upa)'a hukum. baik upava hukum biasa

ataupun upalJa hukum luar biasa. Namun. prinsrp tersebut tidaklah mutlak karena

pen-vidik atau penuntul umum dapat melakukan upal'a hukum banding atas

putusan praperadilan vang menvalakan suatu penghentian penvidikan atau

penghentian penuntutrm tidak sah" dan putusan banding rni merupakan putusan

akhir.

Apabila ditelaah maka dengan demrkian putusan praperadilan hanva

sampai ketingkat banding dan tidak dapat dimintakan kasasi. KUHAP tidak
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mengenal upalia hukum kasasi maupun perunjauan kembali dalam kasus

Praperadilan" t1afi1uln sebagai dasar hukum tidak dapatnva dilakukan upal'a hukum

kasasi atas putusan Praperadilan r,aitu keputusan menteri kehakiman republik

In[onesia Ilolrlor M.t4 . PW .0703 lahun 19ti3 tanggal l0 Desember 19ti3 vang

tetmuat dalam angka 23 r'ang rnenvatakan untuk putusan Praperadilan lidak dapat

dimintalan kasasi" dengan alasan bahu,a:

l Ada keharusan penr,elesaian secara cepat dari perkara-perakara

Praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal iersebut

trdak akan dapat dipenuhi.

2. Perkara Praperadilan merupakan \\e\\'enang pengadilan negeri sebagai

\\,e\\'enang pengawas an horizontal d ari pengad i I an negeri

Hal ini diperlegas lagi dalam Pasal .15A Undang-Undang No. 5 Tahun

2(X).{ jo Undang-Undang No. -? Tahun 2(X)9 tentang Mahkamah Agung 1,ang

menvatakan bahu,a:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara vang memenuhi

sr,arat untuk drajukan kasasi. kecuali perkara 1-ang oleh Undang,Undang

inr dibatasi peng.lUUann\ a

(2) Perkara vang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada a1'at ( I ) terdiri

atas:

Putusan tentang prap eradr lan

Perkara pidana i-ang diancam dengan pidana penjara paling lama I

(sa1u) tzrhun danlatau diancam pidana denda.

a.

b
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Namun apabila terdapat permohonan kasasi terhadap putusan

praperadilan kepada Mahliamah Agung, rnaka Mahkamah Agung han_v-a dapat

menilai masalah penerapan hukumnr,a saja. bukan mengenai materipokok perkara

dimana hai itu merupakan \\'e\\'erlarlg pengadilan negeri.Tl

Namun u,alaupun sudah diatur secara tegas dalam KUHAP serta

diperliual dengan kepulusan menteri kehakiman Republili. Indonesia dan

Undang-Undang Mahkamah Agung tapi dalam kenvataannva masih ada

putusan Praperadilan vang diaiukan upa)'a hukum baik banding maupun

kasasi seperti ]'ang )'ang terjadi pada kasus pada Pengadilan Tinggi Ja*'a

Timur hal ini iidak sesr-rai dengan peraturan l'ang ada sehingga dengan

keluarnva putusan l\4A No. 7l) PK/PID/2006 merupakan bukti telah

dilakukannya upa\ra hukum terhadap putusan Praperadrlan terhadap putusan

No. 40/Pid.Prap12002 P.N. Sbr,. dan Pengadilan Tinggi Ja*,a Timur

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan No.

0l/Prd.Pralanl2003D.T. Sbi', selanjutnva telah drlaliulian upa),a hukum kasast

diiatnlrkan putusan N,Iahl,iamah Agung no. 229(>lTUl978 Klpidl2003 dan yang terakhir

setelah dilakukan upa]:'a hukum Peninjauan Kembali lerhadap perkara

Praperadilan Mahkamah Agung mengadili kembali dengan keputusan

melalui rapat permusva$,aratan N4ahkamah agung tanggal 6 Oktober 2006

dengan putusan no. 70 PK /Pid 12006. Hal ini dapat dilihat bahrva tidak adanl'a

kepastian hukum di Indonesia. bahu,a hukum yang terjadi di Indonesra masih

tumbang tindih sehingga keadilan serla kepastian hukum masih kurang jelas.

73 Moch. Faisal Salam, Hulcum Acara Pidana Dalam Teot i dan Praktek, (Bandr-rrg
Mandar Maju, 2001), halaman328.
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Namun dalam hal upa1,a hukum luar biasa dalam praperadilan. KUHAP

tidak mengatur secara tegas. karerranl'a diseralikan kepada praktek peradilan

melalui ),urisprudensi untuk rnengatrumva. dalanr hal ini hakim u'aiib menggali.

rn?ngikuti dan memahami nilai-nilai lmkum dan rasa keadilan vang hidup dalar:n

masvarakat agar dapat mengisi kekosongan hukurn dengan rnelakukan penemuan

hukum 1'zmg tetap terikat kepada undang-undang vang berlaku.

Menurut hukum 1,ang berlaku. upa\,a hukum kasasr terhadap putusan

praperaclilan lidak dimungkinkan. Dimana Mahkamah Agung (MA) menegaskan

tidak akan menutup pintu untuk upa)a kasasi. Hal ini diperlegas oleh Bagir

Manan (Ketua MA) lang menyatakan bahu.a Mahkamah Agung sendirl. kadang-

kadang melakukan terobosan hukum dengan menerima kasasr putusan

praperadilan. Karena itu ditegaskan bahrva Mahkamah Agung lrdali akan menulup

pemenksaan putus:ur praperadilan di tingkat kasasi. drmana jangan sampai

praperadilan menjadi alat untuk menghambat proses mencari keadilan. Dalam hal

ini Mahkamah Agung bisa memeriksa praperadtlan sebagal ]'urisprudensi dan

ticlak ada vang drlanggar. sebab putusan Mahkamah Agung adalah melahirkan

hukum.

Dari tanggapan tersebut ielas bahrva walaupun undang-undang tidak

membolehkan atau mengatur adanl'a kasasi maupun Feninjauan Kembali namun

hakim rvalib menggali niiai-nilai 1'ang timbul alau menemukan terobosan hukum

1'ang dapat melahtrkan hukum dalam hal untuk mencari keadilan.

Apabila dikaitka-n dengan asas peradilan pidana yang sederhana. cepal.

bia1,a ringan. maka hal ini berlentangan. Sehingga apabila putusan praperadilan
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sampai ketingkat kasasi maka akan melalui prosedur lang panjang dan lama" serta

perlu diketahur perminiaan praperadilan nieniadi gugur. .jika dalam hal suatu

perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. sedangkan pemeriksaan

rnEngenai permintaan kepacla praperadilan belurn selesai maka perrnintaan

lersebut gugur. Hal inilah _vang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum

dimana perlu adanva suatu benluk peradilan vang harus dilakukan secara cepat"

murah dan sederhana dalam perkara praperadilan. Sehingga dengan demikian

seharusnva Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan lenlang upalra hukum luar

biasa terhadap putusan agar lerdapat aturan r,ang lebrh tegas (karena suatu perkara

untuk dilimpahkan ke pengadilan. ',raktunva sangat bervariasi, bisa cepat. bisa

sangat lama).

Namun dengan keluarnl'a Putusan Mahkamah Konstitusi )-ang

menvalakan memuluskan menghapuskan ketentuan Pasal 83 avat (2) UU Nomor 8

Tahun 1981 tenlang Kitab Undang Undang Hukum Acara Fidana (KUHAP) vang

mengatur ke*,enangan penvidik atau jaksa penuntul umum (JPU) mengajukan

banding atas putusan praperadilan. dimana hal rni tertuang dalam bentuk putusan

nomor : 65 /PULr!IWZAI1 tefianggal I Mei 2012 1,ang dalam amar putusannva

menl'atakan.

- Pasal 83 avat (2) Undang-Undang Nomor Il Tahun l98l tentang Hukum

Acara Fidana (Lernbaran |{egara Indonesia Tahun lgtil Nomor 76-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar |rregara Republik Indonesia

Tahun 1945:
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Pasal 83 arat (2) Undang-Undurg Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara lndonesia Tahun lgBI Nomor 76,

Tamtrahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor -?209) tidak

mernpunvai keltualan hukum rnengikat.

Dengan adanya putusan Mahkarnah Konsitusi tersebul dialas )'ang

menvatakan Pasal ll3 at'at (2) lidak mempunrai keliuaia:T mengikati tidak berlaku

lagi berarli penvidik dan penuntut umum tidak bisa mengajukan upa] a hukum atas

putusan pengadilan tentang Praperadilan ) ang menvalakan iidak sahnr a

Penghentlan Penvidikan atau Penuntutan.

Daiam tata.ran teori seharusnr a tersangka,terdaku a dan penl'rdik serta

penuntul umum tersebut harus diperlakukan sema {eclucrlitv be./i;rc the low) namun

Pasal tt3 at'at (2) KUHAP iersebut mer,Tperlakukan secara berbeda antara

tersangka/terdak*.a di satu pihak dan penlidik serta penuntul umum di pihak lain

dalam melakukan upa\ a hukurn banding ierhadap putusan praperadilan. sehrnga

terdapat dua altematif untuk meniaga keadilan bagi para pihak r eitu.

l. memberikan hak kepacia tersangka,,terdakl,a untuk mengajukan permohonan

banding: atau

2. menghapuskan hak penvidik dan penuntut umum untuk mengajukan

permohonan banding

Menurut Mahkamah Konstilusi. oleh karena filosofi ciiadakannl,a

lembaga praperadilan sebagai peradilan 1'ang cepat- unluk memberikan perlakuan

lang sama terhadap tersangkarterdakrva dan penvidik serta penuntut umum maka

lang dinvatakan bertentangan dengan UUD 19,15 adalah pemberian hak banding
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kepada pen\ridik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat

(2) KUHAP Dengan adarrl'a putusatr Mahkamah Konstilusi nomor :65 iPUUi-

Iru21Li berarti Putusan Pengadilan Negeri tentang Praperadilan bersilat pertama

cltr terakhir. dan tidak clapat diminlakatt upava ltukuttr ke pengaclilan Tinggi:

Sehingga dengan di batalkannl'a pasal Pasal 83 alat (2) KLI{AP baik

Pemohon praperadrlan ataupun Penvidik atau Penuntui umum memiliki

kedudukan yang sama di pengadilan. dan sama-sama tidak memrliki hak untuk

mengalukan upa)'a hukum lagi. dengan demrkian upa)'a hukum ierakhir berada di

ti ngkrt Pengadilan Negeri.
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BAB V : I(esimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelilian vang telah druraikan bab terdahulu dapat

ditarik kesr n:rpulan sebagar berikut:

I Pengaturan hukum vang mengatur tenlang praperadilan dalam proses hukum

perkara pidana- pada dasarnva mencakup mengenai se.jarah pengaturan

praperadilan. praperadilan menurul HIR- praperadilan menurut KUHAF dan

praperadilan menurul RUU KUFLAP. Lembaga Fraperadilan sebenarnl,a

diatur dalam Pasal i butir l0 jo Pasal 77 KUHAP. dasar praperadilan

iersebul diatur dalam Pasal 9 UU No. .{tl Tahun 2009 lentans Kekuasaan

kehakiman

2. Faktor-faktor penvebab kegagalan pemohon praperadilan dapal dilihai dari

tiga unsur vailu faktor substansi hukum. struktur hukum dan budai,a hukum.

Faktor substansi hukum mencakup menvangkul peraturan perundang-

undangan vang berlaku ) axg memrliki kekuatan vang mengikat dan menladi

pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk,

mecakup keputusan -r,ang mereka keluarkan. aluran baru vang mereka susun.

Struklur hukum merupakan kerangka berfikir vang memberikan dellnisi dan

bentuk bagi bekerjan'a sistem ]'ang ada dengan balasan vang telah

dilentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi vang

menjalankan penegakan hukurn dengan segala proses r,ang ada didalamnya.

Sedangkan budava hukum merupakan keseluruhan sikap dari masvarakat
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J.

dan sistem nilai 1'ang ada dalam mas\rarak.1 r,ang akan menentukan

bagaimana hukurn itu digunakan. dihindari atau disalahgunakarr

Upal'a Hukum Pidana tentang Praperadilan r,aitu dapal dilakul:an dengan

dua cara dimana hukum pidana mengetrai upa),a hukurn biasa dan upa]'a

hukum luar biasa. Upa1.a hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur

dalam Bab XVII KUHAP. sedangkan upalia hukum luar biasa vaiiu kasasi

demi kepentingan hukum dan perunjauan l:embali diatur dalam Bab XVIII

KUHAP. lriamun dalam KUHAP tidak mengenal adanva upa),a hukum

kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal u-1 al'at (2) KLIHAP drmana pulusan akhir

praperadilan hanva sampai di tingkat banding vaitu Pengndilan Tinggi.

Namun dengan keluarnva putusan N4ahkamah Konstitusi No. 65 IPUUI-

lXl2}l I terlanggal I N,'Iei 2012 rang menvalakan menghapuskan ketentu{u-}

Pasal 83 avat (2) ULI Norlor 8 Tahun l9fll tentang Kitab Undang Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) \ang mengatur keu.enangan penlidik atau

laksa penuntut umunt (JPLI) mengajukan banding atas putusan praperadilan

maka dengan ini upara hukum pidana terhadap putusan praperadiian han1,a

sampai pada tingkat Pengadilan Negeri.

B. Saran

Mahkamah Agung dalarn kasus praperadilan ,vang diajukan kasasi atau

peninjauan kembali diharapkan untuk tidak memproses permohonan

tersebut dengan membuat suatu penetapan penolakan terhadap kasus

praperadrlan.

B3
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L.

Diharapkan dalam pengambilan putusan^ hakim harus konsisten dalam

penegakan hukutn" apabila prosedur vang dikabulkan betrar hakim trarus

berani mengabulkannva sehingga terhadap aparat penegak hukum t'ang

melakr-rkatr kesalahan dalam hal penangkapan/penahanatr dapat dikenakan

sanksi.

Perlunva perbaikan pembaharu.rn tenlang ketentuan Undang-Undang

khususn,va KLIHAP \Iang mengallrr tentang praperadilan dengan dasar setiap

kasus 1,ang clitolak tidak dibenarkan untuk mengaiukan kembali maupun

banding. kasasi dan peninlattarl ketnbah. guna untuk menerapkan peradilan

\rang cepal dan biava murah

8.t
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